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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan  
Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث s\a s\ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d{ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ؼ fa f ef 
ؽ qaf q qi 
ؾ kaf k ka 
ؿ lam l el 
ـ mim m em 
ف nun n en 
و wau w we 
وػ ha h ha 
ء hamzah ’ apostrof 
ى ya y ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Contoh: 
ََفْيَك: kaifa 
ََؿْوَى : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ََا fath}ah a A 
 َا kasrah i I 
 َا d}amah u U 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َْىَى fath}ah dan ya>’ ai a dan i 




ََتاَم  : ma>ta 
ىَمَر  : rama> 
ََلْي ق  : qi>la 
 َتْو َيَ  : yamu>tu 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
اَ ةَضْوَرَْلَ َؿاَفْط   : raud}ah al-at}fal> 
 َةَل  ضاَفْلاَ ةَنْػي دَمَْلا  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 











  ى ﹶ...      ا ﹶ...  fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 
ىى   kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 
 َىو   d}amah dan wau u> u dan garis di atas 
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5. Syaddah (Tasdi>d)  
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d ( َﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََانَّبَر : rabbana> 
اَن ْػيََّنَ  :najjaina> 
 َقَْلَا  : al-haqq 
ََم  ع ػن  : nu‚ima 
 َو دَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  َي
 ى  ( maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 َي لَع  : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َ  بََرَع  : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). 
Contoh: 
 َسْمَّشَلا  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
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 َةََلزْلَّزَلا  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
 َةَفَسْلَفَْلا  : al-falsafah 
 َبَْلا َدَلا   : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََْتَََفْو ر م    : ta’murun> 
 َعْوَّػنَلا   : al-nau‘ 
 َءْيَش   : syai’un 
 َتْر م أ   : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-
literasi secara utuh.  
Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
xiv 
 
9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 




 د di>nulla>h  َبلهَ  billa>h 
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
  َاللهَ ةَْحَْرَْ  فَِْم ى hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
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Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> (bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.   = subh }a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 
H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM   = Sebelum Masehi 
l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 
HR   = Hadis Riwayat 
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 
ص = ةحفص 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 




 بدوفَمكاف =  دـ
  سلمَصلىَاللهَعليوَو =  صلعم
 طبعة =  ط
 بدوفَناشر =  دف
  الىَاخره\الىَاخرىا =  الخ
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Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis hak-
hak politik nonmuslim pada masa pemerintahan Nabi Saw. di Madinah, 2) melakukan 
pengkajian terhadap latar belakang terbentuknya pemerintahan Nabi Saw di Madinah, 
fakta-fakta sejarah dan piagam madinah sendiri sebagai dasar pemerintahan Nabi Saw 
di Madinah, 3) serta menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi serta 
merumuskan solusinya.      
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 
yuridis dan sosiologis. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan 
dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi ( 
content analisys) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi 
dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. 
Setelah mengadakan pembahasan tentang hak-hak politik khususnya hak-hak 
politik  nonmuslim, maka perlu adanya kesadaran intelektual, mengembangkan suatu 
sikap saling menghargai, hormat menghormati antara sesama penganut agama dalam 
membangun dan menghadapi perbedaan pendapat yang ada, khusunya yang berkaitan 
tentang boleh tidaknya komunitas nonmuslim menjadi pemimpin politik dalam 
mengelola pemerintahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan 
pengkajian tersebut dapat teridentifikasi tantangan yang dihadapi dan upaya 
menyelesaikannya. Dalam konteks Piagam Madinah, penulis menemukan petunjuk 
konstitusional terkait dengan eksistensi nonmuslim dan pengakuan akan hak-hak 
politik mereka tanpa adanya perbedaan berdasarkan agama, suku, adat dan budaya. 
Eksistensi mereka (nonmuslim) diakui ditengah-tengah masyarakat mayoritas 
muslim, dan dalam kondisi tersebut  Nabi tidak hanya menciptakan suatu masyarakat 
egaliter di bawah kekuasaan Islam. Tetapi ia juga ingin menata hubungan sosial 
sesama mereka di satu pihak agar menjadi masyarakat yang bertauhid, bertaqwa dan 
bermoral serta menata hubungan antara muslim dan nonmuslim sebagai umat yang 
satu dalam kehidupan sosial dan politik.    
Skiripsi ini diharapkan mampu menjadi referensi kepada seluruh umat muslim 
agar kiranya dapat memahami sejarah perpolitikan Islam dalam pentas demokrasi 
klasik dan penerapannya hingga masa kinisehingga kita dapat menerima eksistensi 
nonmuslim dan mengakui hak-hak politik mereka secara penuh serta dapat 
mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi yang ada sehingga walaupun dalam kondisi 





A. Latar Belakang 
 Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yastrib, yang 
kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Yastrib atau Madinahlah untuk 
pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan 
Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekkah (Muhajirin) dan 
penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang Nabi 
hijrah ke Madinah (Ansar). Tetapi umat Islam di kala itu bukan satu-satunya 
komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-
komunitas lain,  yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau 
menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di 
Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk
1
.                                                
Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah, atau menurut sementara ahli 
sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di kota itu, beliau 
mempermaklumkan satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara 
komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat majemuk di 
Madinah. 
 Dalam ilmu politik dikenal ada beberapa teori mengenai asal-usul sebuah 
negara, di antaranya teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial
2
. Perjanjian 
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persekutuan antara Nabi dan orang-orang muslim Yastrib tersebut memberi harapan 
baru kepada Nabi dan para pengikutnya untuk lebih leluasa menyiarkan dakwah 
Islam. Nabi pun semakin mantap hatinya untuk hijrah ke Yastrib memenuhi 
permintaan para pengikutnya di kota itu. Hanya beberapa bulan setelah Baiat 
„Aqabah kedua, Nabi memerintahkan kaum muslim Mekah untuk hijrah ke Yastrib. 
Pada waktu meninggalkan Mekah Nabi menyuruh mereka terpencar-pencar sehingga 
tidak menimbulkan kepanikan pihak Quraish terhadap mereka. Setelah sebagian besar 
kaum muslimin meninggalkan Mekah, setelah  turun perintah untuk hijrah ke 
Madinah barulah Nabi menyusul  bersama Abu Bakr. Tercatat dalam sejarah, 
keduanya tiba di Yastrib pada tanggal 16 Rabi‟ul Awal bertepatan dengan tanggal 20 
september 622 M.  
Sejak kedatangan Nabi di Yastrib, kota ini mendapat julukan Madinah al-
Rasul, yang selanjutnya lebih di kenal dengan nama Madinah. Orang-orang muslim 
yang hijrah ke Madinah yang menyambut dan menolong mereka disebut golongan 
Anshar. Penduduk Madinah pascahijrah dapat diklasifikasikan ke dalam empat 
golongan besar, yaitu golongan Muhajirin, golongan Ansar, orang-orang Arab yang 
masih musyrik, dan orang-orang Yahudi.  
Dalam teori ilmu politik, suatu komunitas yang terdiri dari berbagai kelompok 
etnis, tingkat ekonomi, agama dan keyakinan, serta adat kebiasaan mempunyai 
perbedaan kepentingan yang mencolok. Perbedaan itu terlihat dalam berbagai bidang 
kehidupan mereka, seperti bidang sosial, ekonomi, dan politik sehingga mereka 
cenderung saling bermusuhan. Hal itu, antara lain, disebabkan karena setiap golongan 
memiliki cara berpikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingan masing-
masing sesuai dengan filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan, adat 
3 
 
kebiasaan, dan kondisi sosialnya. Selain itu, karena di dalam  diri manusia sebagai 
makhluk sosial dan mahkluk politik terdapat dua sifat yang saling bertentangan, di 
satu segi ia ingin bekerja sama dengan sesamanya, tetapi di segi lain ia juga ingin 
berkompetisi. 
Teori di atas terlihat kebenarannya dalam kehidupan sosial masyarakat 
Yastrib pra-Islam. Kehidupan mereka tidak pernah sepi dari peperangan dan 
permusuhan antarsuku dan antaragama. Antara kabilah „Aus dan Khazraj saja terjadi 
peperangan sebanyak 12 kali, belum lagi antara orang-orang Arab dan Yahudi. 
Penjelasan Haikal menyiratkan kesimpulan bahwa Nabi memahami benar kondisi 
masyarakat Madinah yang di hadapinya. Masyarakat demikian sangat memerlukan 
kehadiran seorang pemimpin yang kuat yang dapat mempersatukan mereka. Langkah 
pertama yang di lakukan Nabi setelah berada di Madinah adalah memberikan 
ketenangan jiwa bagi seluruh penduduk kota itu. Semua golongan : Muslim, Yahudi, 
dan penganut paganisme diberi kebebasan yang sama dalam melaksanakan ajaran 
agama masing-masing
3
. Mereka juga secara merata diberi kebebasan berpikir dan 
menyatakan pendapat serta kebebasan dalam mendakwahkan agama masing-masing. 
Haikal menilai langkah Nabi itu sebagai langkah politik yang amat jitu. Sebab, hanya 
dengan kebebasanlah manusia di dunia ini dapat mencapai kebenaran dan kemajuan 
menuju kesatuan yang integral dan terhormat. Setiap tindakan menentang kebebasan 
sama artinya dengan memperkuat kebatilan.      
Langkah-langkah strategis yang di lakukan Nabi pertama , ketika berada di 
Madinah adalah mendirikan Masjid Quba. Mesjid dilihat dari segi agama berfungsi 
sebagai tempat beribadah kepada Allah, dan dilihat dari fungsi sosialnya, Mesjid 
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sebagai tempat mempererat ikatan memperkuat ukhuwah serta antar sesama umat 
Islam. Dan dari Mesjid itu pulalah berawal konsep serta strategi pengembangan 
dakwah, dan tempat menempah kepribadian umat Islam menuju pembangunan 
kehidupan masyarakat muslim yang beriman bahkan ia juga berfungsi sebagai tempat 
menempa fisik dan pusat pemerintahan Islam. Kedua, menjalin ikatan persaudaraan 
antara orang-orang Muhajirin  dan orang-orang Anshar. Dibalik anjuran persaudaraan 
antara Muhajirin dan Anshar, tersimpan adanya strategi Nabi yang sangat jitu, yaitu 
sebagai langka antisipasi dari propaganda orang-orang Yahudi yang berniat ingin 
memporak-porandakan umat Islam Madinah khususnya antara kaum Muhajirin dan 
kaum Anshar yang secara sosial dan kesukuan memang banyak memiliki perbedaan
4
. 
Pola kebijakan pemerintahan beliau selama sepuluh tahun sebagai kepala 
negara Madinah, sedikitnya ada dua pola kebijakan yang di tempuh dalam rangka 
mengokohkan bangunan negara Madinah. Pertama, pemantapan kehidupan sosio-
religius umat sebagai proses dari rangkaian legislasi Al-Qur‟an yang memuat hak-hak 
dan kewajiban umat Islam sekaligus sebagai proses sosialisasi serta pengejewantahan 
ajaran Islam-ajaran moral Al-Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, 
pemantapan pondasi sosio ekonomi politik negara Madinah, dimana setelah umat 
Islam memiliki kekuatan politik di Madinah. Kemudian yang menjadi persoalan pada 
saat itu adalah miskinnya dana politik dalam rangka menopang pembangunan suatu 
komunitas yang teguh, karena suatu kelompok yang menguasai ekonomi cenderung 
mampu mengendalikan kekuasaan politik, sedang pada saat itu orang-orang 
Yahudilah yang paling menguasai roda perekonomian baik di jalur perdagangan 
                                                          
4
Usman Jafar, Fiqih Siyasah ; Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 108-109. 
5 
 
ataupun di jalur pertanian. Keadaan seperti ini cepat atau lambat tentu tidak akan 
pernah menguntungkan posisi umat Islam walaupun secara politis mereka 
mempunyai kedudukan yang sejajar dalam Piagam Madinah. Oleh karena itulah 
kemudian turun ayat yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dan sedekah 
yang merupakan jawaban yang tepat bagi proses pemeretaan ekonomi umat Islam, di 
samping pada periode ini juga Al-Qur‟an melarang secara tegas praktik riba yang 
akhirnya membawa implikasi, baik secara ekonomi maupun politik bagi praktik riba 
kaum Yahudi. 
Piagam Madinah sendiri memuat beberapa prinsip  yang bersifat universal 
bagi konvergensi sosial kehidupan yang corak ragamnya sangat pluralistik. Pada 
dasarnya secara ideal, Piagam Madinah tersebut menciptakan tata sosio-politik yang 
ditegakkan di atas landasan moral iman dengan menjamin hak-hak kebebasan setiap 




Hak-hak pokok adalah hak yang dibutuhkan manusia untuk menjaga 
kelangsungan eksistensinya dan keselamatan kehidupannya. Apabila hak-hak ini 
dilanggar, maka menyebabkan berakhirnya kehidupan manusia atau kehidupan 
manusia akan mengalami kerusakan dan kehancuran yang parah
6
. Dalam Islam, 
perlindungan atas kebutuhan pokok manusia ini bertumpu pada tujuan di turunkannya 
syari‟at Islam yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia 
baik material maupun spritual, individual dan sosial. 
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Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh bahwa Allah telah menurunkan 
syari‟at Islam dengan beberapa tujuan (Maqasid al-Tasyri‟ atau Maqasid al-
Syari‟ah) yang secara garis besar terdiri dari tiga hal, yakni dharuriat (tujuan pokok), 
yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Bila 
mana hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan, kerusuhan dan 
kekacauan hidup manusia; hajiyat (tujuan sekunder) yaitu hal-hal yang dibutuhkan 
oleh manusia untuk mendapatkan kelapangan dan kemudahan dalam hidup di dunia. 
Bila mana hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan dan 
kesempitan; tahsiniyat (tujuan tersier) yaitu hal-hal pelengkap dan terdiri dari 
kebiasaan dan akhlak yang baik. 
Tujuan pokok atau dharuriyat meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, 
akal, nasab dan harta (al-muhafadlah ala al-din wa al-nafs wa al-„aql wa al nasl wa 
al-mal). Kehidupan manusia di dunia ini di topang oleh lima hal ini, Manusia tidak 
akan meraih kehidupan yang mulia tanpa memelihara hal tersebut. Pemerintahan 
Islam wajib menjaga dan memberikan perlindungan terhadap kebutuhan pokok 
manusia, dan tidak hanya terbatas pada warga negara muslim saja tetapi terhadap 
semua warga negara yang berada di wilayah yang bersangkutan, apapun agamanya. 
Perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia ini merupakan inti dari 
perlindungan hak asasi manusia. 
Demikianlah secara umum apa yang menjadi hak-hak pokok warga negara 
yang harus dijamin dan diberikan oleh negara dalam negara Islam, yaitu 
terpeliharanya lima perkara :  
1. Perlindungan terhadap agama (Hifz al-Din) atau Hak untuk Memeluk Agama 
atau Keyakinan;  
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2. Perlidungan terhadap jiwa (Hifz al-Nafs) atau hak untuk hidup; 
3. Perlindungan terhadap akal (Hifz al-„aql) hak untuk berfikir; 
4. Perlindungan terhadap keturunan (Hifz al-Nasl) hak atas keturunan dan 
kehormatan; dan 
5. Perlindungan terhadap harta (Hifz al-Mal) atau hak atas harta7. 
Hak-hak politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya 
sebagai anggota organisasi politik, seperti hak dipilih dan memilih, mencalonkan diri 
dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat didefinisikan 
sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam 
mengelola masalah-masalah negara dan pemerintahannya. Hak politik pada 
hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalagunaan kekuasaan oleh 
pihak penguasa. Karena itu, dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah 
perlu diatur melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan 
warga masyarakat tidak melampui batas-batas tertentu. 
Dari uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian 
dan penelitian lebih lanjut sejauh mana eksistensi nonmuslim atau hak-hak politik 
mereka pada masa pemerintahan Nabi Saw di Madinah dengan melakukan analisis 
Sosio-Historis dan Piagam Madinah dengan membuat formulasi judul “Analisis 
Yuridis dan Sosiologis Terhadap Hak-hak Politik Nonmuslim Pada Masa 
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B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan dalam latar belakang, maka yang 
menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tinjauan umum terbentuknya pemerintahan Nabi Saw. ? 
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Hak Politik Non-Muslim. ? 
3. Bagaimana Aspek Yuridis dan Sosiologis Terhadap Hak-hak Politik Non-
Muslim. ?  
C. Pengertian Judul dan Deskripsi Fokus 
1. Pengertian Judul 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni sejauh mana 
hak-hak politik non-muslim pada masa pemerintahan Nabi saw di Madinah di tinjau 
dari aspek yuridis dan sosiologis. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pengertian judul yang telah diuraikan, dapat dideskripsikan 
substansi permasalahan dengan pendekatan bahwa : 
a. Hak-hak politik adalah hak-hak dasar dari setiap manusia untuk ikut serta dalam 
pemerintahan yakni hak memilih dan di pilih. 
b. Non-muslim adalah sebutan untuk komunitas-komunitas agama di luar agama 
islam. 
c. Yuridis yakni segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah di sahkan oleh 
pemerintah. 
d. Sosiologis adalah hubungan antara pikiran manusia dan konteks sosial yang 
mempengaruhi dan dampak ide-ide besar terhadap masyarakat 
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D. Kajian Pustaka 
1. H Usman Jafar, Buku Fiqih Siyasah (Telaah atas ajaran, sejarah dan pemikiran 
ketatanegaran Islam) , Menjelaskan bahwa musyawarah bukanlah suatu hal yang 
baru dalam Islam, sebab Nabi Muhammad saw sendiri selama hidupnya senantiasa 
mengamalkannya. Pandangan itu dapat dipahami bahwa Islam menjunjung tinggi 
prinsip egalitarianisme di antara sesama manusia tanpa melihat agama dan status 
sosialnya. Dengan demikian, tidak salah kalau Yusril Ihza Mahendra menegaskan 
bahwa negara yang di dasarkan atas prinsip-prinsip Islam adalah negara yang 
menganut paham egaliter, kedaulatan  rakyat, keadilan dan persamaan hak kepada 
semua warga negara tanpa memandang agama yang di anutnya
8
. Dari sisi lain, Al-
Qur‟an juga mengajak  manusia (tanpa membedakan agama, muslim dan non-
muslim) agar bermusyawarah. Musyawarah, hendaknya di jadikan salah satu prinsip 
pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Dalam 
ayat yang terkait, Allah swt. memuji mereka yang senang melakukan musyawarah. 
Karena itu ( Q.S Al Muntahanah/60 : 8, dan Q.S Al Hujurat/ 49 : 13 ) dijadikan acuan 
oleh banyak ulama  politik untuk membuktikan adanya hak politik setiap warga 
negara. Dan Piagam Madinah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Nabi 
Muhammad saw, umat islam dengan non-muslim (Yahudi dan Nasrani). Untuk 
mengatur pengelolaan kehidupan bersama di Madinah. 
2.  Abdul Muin Salim dalam bukunya Fiqih Siyasah ; Konsepsi Kekuasaan Politik  
dalam Al-Qur‟an, menjelaskan bahwa konsepsi tersebut sebagai upaya 
mengungkapkan ajaran Islam tentang kehidupan politik yang dikehendaki al-Qur‟an. 
                                                          
8
Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam ( cet. Pertama 
; Jakarta: Pramadina, 1999), h.75 
10 
 
Kajian ini dipandang perlu bukan saja karena perbedaan persepsi di antara pakar dan 
ilmuwan muslim tentang hakikat dan keberadaan konsep negara dalam persepsi dan 
ajaran Islam, tetapi juga kajian eksigisis komprehensif kontemporer puristis mungkin 
langka. Dengan metode ini di sini dapat ditemukan persepsi-persepsi baru berkenaan 
dengan politik ataupun falsafahnya.   
3. Farid Abdul Khaliq, dalam bukunya Fiqih Politik Islam, menjelaskan bahwa 
persamaan hak adalah tujuan di utusnya  para rasul dan di turunkannya syariat juga 
hukum. Persamaan  hak juga merupakan ikatan penghubung dari prinsip-prinsip 
menyeluruh dan kaidah-kaidah umum agar menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan 
yang dapat memelihara eksistensi komunitas manusia. Oleh karena itu, berlaku adil 
adalah sistem Allah dan syariat-Nya, juga merupakan sistem segala sesuatu. Oleh 
karena itu, prinsip musyawarah merupakan salah satu tuntutannya. Kami juga berkata 
prinsip persamaan hak antara hamba-hamba Allah dan makhluk-Nya, putih atau 
hitam, laki-laki atau perempuan, muslim atau nonmuslim. Persamaan hak juga 
termasuk tuntutan keadilan allah dan kebijaksanaan-Nya pada makhluk-Nya, atau 
satu gambaran dari beberapa gambarannya. Nash-nash Al-Qur‟an dan hukum-
hukumnya telah menuturkan dengan menetapkan “persamaan hak”sesempurna-
sempurnanya. Sebagaimana Allah memerintahkan berlaku adil, Allah juga 
menetapkan persamaan hak antara manusia seluruhnya, di dalam surah-surah 
makkiyah- dan madaniyah, dan adil dalam bahasa artinya penyamarataan. 
4.  Suyuthi Pulungan, M.A. dalam bukunya “Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam 
Piagam Madinah Ditinjau dari Pandanan Al-Qur‟an”, mengatakan bahwa buku ini 
merupakan hasil kajian tentang prinsip-prinsip hak-hak asasi dan politik 
pemerintahan yang diangkat dari teks Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi 
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Muhammad Saw. Piagam ini oleh para ahli disebut berfungsi sebagai kontitusi dalam 
tubuh pemerintahan Nabi untuk mengatur kehidupan sosial politik masyarakatnya 
yang bercorak heterogen. Prinsip-prinsip dimaksud dikaitkan dengan ayat-ayat Al-
Qur‟an. Urgeni pengaitan ini dimaksudkan untuk menguji bahwa kandungan Piagam 
Madinah merupakan ketetapan-ketetapan atau hasil ijtihad Nabi. Sebab, ketika 
Piagam itu dibuat pada tahun pertama hijriah, ayat-ayat Al-Qur‟an atau wahyu belum 
lagi turun sempurna.    
5.  Terlihat Musdah Mulia dalam karyanya Negara Islam menjelaskan bahwa, 
Dalam teori ilmu politik, suatu komunitas yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, 
tingkat ekonomi, agama dan keyakinan, serta adat kebiasaan mempunyai perbedaan 
kepentingan yang mencolok. Perbedaan itu terlihat dalam berbagai bidang kehidupan 
mereka, seperti bidang sosial, ekonomi, dan politik sehingga mereka cenderung saling 
bermusuhan. Khusus terhadap kalangan muslim, langkah konkret pertama yang di 
lakukan Nabi adalah membangun masjid, membina persaudaraan sejati di antara 
orang-orang muslim dengan tujuan menghilangkan benih-benih permusuhan 
antarkabilah yang pernah tersemai di hati mereka di masa-masa sebelum Islam. 
Adapun terhadap golongan nonmuslim, khususnya kaum Yahudi, Nabi membuat 
perjanjian tertulis dengan mereka. Isi perjanjian itu, terutama menitikberatkan 
persatuan kaum muslim dan kaum yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi 
semua golongan, menekankan kerjasama, persamaan hak dan kewajiban  di antara 
semua golongan dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan mengikis 
segala bentuk perbedaan pendapat yang timbul dalam kehidupan bersama. Perjanjian 
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ini di buat pada tahun pertama Hijriah, sebelum terjadi Perang Badr dan di kenal 
dengan nama Piagam Madinah
9
. 
E.  Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif-
deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab 
permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu 
dan situasi yang bersangkutan. Jadi penelitian kualitatif ini guna menjawab 
permasalahan mengenai Hak-hak politik Non-muslim pada masa pemerintahan Nabi 
sawa di Madinah. Sedangkan berdasarkan tempatnya, jenis penelitian yang peneliti 
gunakan adalah kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah 
penelitian yang dilaksanakan diperpustakaan
10
. 
2. Pendekatan Penelitian 
Berdasarka judul yang peneliti angkat maka jenis pendekatan yang peneliti 
gunakan adalah pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan yuridis yang peneliti 
gunakan dalam melihat obyek hukum adalah Piagam Madinah yang dapat di sebut 
sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat di 
perbandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Secara Sosiologis 
dengan cara memahami masa pemerintahan Nabi saw  dengan mengkaji Piagam 
Madinah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti. 
3. Sumber Data 
                                                          
9
Musdah Mulia, Negara Islam (Cet. I;KataKita: Depok, 2010) h. 210. 
10




Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yaitu data yang 
mempunyai kekuatan mengikat berupa Piagam Madinah. Data sekunder yaitu data 
yang di ambil dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, karangan-
karangan ilmiah, surat kabar, majalah, internet dan referensi lainnya yang 
mendukung. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini adalah penilitian pustaka, dalam proses pengumpulan data harus 
memperbanyak referensi berupa buku-buku, jurnal, karangan-karangan ilmiah dan 
literatur lainnya. 
Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah : 
a. Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara 
langsung tanpa mengubahnya. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat atau tulisan orang lain dengan 
mengubah susunan redaksi kata yang sesuai menurut peneliti. 
5. Instrumen Penelitian 
Adapun alat-alat yang menjadi pendukung penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Buku catatan, yang digunakan peneliti sebagai media untuk mencatat beberapa 
literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. 
b. Alat tulis, seperti pulpen sebagai media tulis yabg digunakan oleh peneliti untuk 
menulis/menyalin beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian. 
c. Notebook/laptop merupakan instrument palin penting dalam proses penelitian ini, 
mengingat kegunaannya yang multifungsi oleh peneliti. 
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
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a. Pengolahan Data 
Pengolahan data diartikan sebagai rangkaian proses mengolah data yang 
diperoleh kemudian diuraikan dan diinpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, 
dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai 
berikut: 
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah 
data yang berhubungan dengan Piagam Madinah atau konstitusi negara 
Madinah. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 
pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah 
untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam 
membahas suatu masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
4) Verifikasi data yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data/sumber 







b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali 
dengan data-data yang berasal dari literatur-literatur bacaan. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian 
a.  Untuk mengetahui dan memahami latar belakang terbentuknya pemerintahan 
Nabi Saw. di Madinah. 
b.  Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk Hak politik Non-Muslim 
c. Untuk memahami Aspek Yuridis dan Sosiologis Hak-hak politik Non-  Muslim 
2.  Kegunaan Penelitian 
a. Dapat memberikan pencerahan, kontribusi dan mengetahui lebih jelas tentang 
pengertian politik dan hak-hak politik 
b.  Dapat memberikan pemahaman dan pencerahan tentang bentuk-bentuk hak 
politik Non-Muslim 
c.  Sebagai sumbangan dan masukan dalam mengembangkan khazanah keilmuan di 





TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN NABI SAW 
A. Latar Belakang Terbentuknya Pemerintahan Nabi saw Di Madinah 
Kalau mau disebut bahwa pada masa pemerintahan Nabi Muhammad saw. 
Sudah ada negara dan pemerintahan Islam, maka pandangan demikian tertuju pada 
masa beliau sejak menetap di kota Yastrib. Kota ini kemudian berganti nama menjadi 
Madinat al-Nabi, dan populer dengan sebutan Madinah. Negara dan pemerintahan 
yang pertama dalam sejarah Islam itu terkenal dengan Negara Madinah.  
 Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam 
yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuasaan politik riil pada 
pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekah pengikut beliau 
yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah 
kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas dan tertindas, 
sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok 
sosial mayoritas kota itu yang di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang 
masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya 
mengalami perubahan besar. Di kota itu, “mereka mempunyai kedudukan yang baik 
dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi 
kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu 
negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman Nabi meliputi 
seluruh semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan 




Perubahan besar yang dialami oleh Nabi dan pengikutnya dari kelompok 
powerless (tanpa kekuaaan) menjadi suatu komunitas yang memiliki kekuatan sosial 
politik yang ditandai dengan beberapa peristiwa penting
1
, yakni pada musim haji 
tahun kesebelas setelah kenabian, Nabi mengajak enem pemuda dari suku Khazraj 
untuk memeluk Islam. Mereka segera menerimanya, lalu berkata pada Nabi,”kami 
telah meninggalkan kaum kami. Kami tidak rela bila kaum kami dan kaum lain terus 
bermusuhan dan saling berbuat jahat. Semoga Allah menyatukan mereka melalui 
engkau. Kami akan mengajak kepada mereka dan menawarkan kepada mereka agama 
yang telah kami peluk ini. Jika Allah telah menyatukan mereka, maka tak ada orang 
lain yang lebih mulia dibandingkan engkau. 
Sekembalinya ke Madinah, mereka menyebarkan risalah Islam hingga tak ada 
satu pun rumah di Madinah kecuali nama Rasulullah disebut di dalamnya.  
Pada tahun 621 dan 622 M Nabi berturut-turut memperoleh dukungan moral 
dan dukungan politik dari sekolompok orang Arab (suku Aus dan suku Khazraj) kota 
Yastrib yang menyatakan diri masuk Islam. Di samping mereka menerima Islam 
sebagai agama mereka, juga mereka membaiat Nabi. Baiat Aqabah pertama pada 
tahun 621 M terjadi pada musim haji, tahun kedua belas setelah kenabian, setahun 
setelah keislaman enam pemuda Khazraj, dua belas lelaki dari Yastrib (sepuluh dari 
suku Khazraj dan dua dari suku Aus) datang menemui Nabi di „Aqabah dan berbaiat 
kepada beliau. 
Ubadah ibn al-Shamit menceritakan, “Kami berbaiat kepada Nabi seperti isi 
baiat kaum wanita, dan itu sebelum kami diwajibkan berperang. Kami berbaiat untuk 
                                                          
1
 J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah ; Ajaran, Sejarah dan Pemeikiran (Yogyakarta: Penerbit  
Ombak, 2014), h. 81-83. 
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tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta untuk 
menutup-nutupi apa yang ada di depan dan di belakang kami, tidak membantah 
perintah Nabi dalam hal kebaikan. Jika kalian menepati baiat ini, kalian akan 
mendapat surga. Tapi jika melanggar satu pun baiat, urusan kalian ada di tangan 
Allah; bila berkehendak Dia akan mengampuni dan jika tidak maka Dia akan 
mengazab kalian.” 
Nabi menyertakan Mush‟ab ibn „Umayr bersama mereka untuk mengajarkan 
Al-Qur‟an, hukum-hukum agama dan mengimami shalat. Dalam waktu singkat, Islam 
tersebar luas di kota Madinah dan dipeluk banyak penduduknya, termasuk para 
pembesarnya, seperti Mu‟adz, Usayd al-Hudhayr, dan lain-lain. Sebelum masuk haji 
berikutnya, haji tahun ketiga belas setelah kenabian, Mu‟adz ibn „Umayr kembali ke 
Mekah untuk mengabarkan berita gembira kepada Nabi. Ia menceritakan keislaman 
suku-suku di Madinah dan kekuatan yang berhasil ia himpun di sana. 
Sedangkan pada tahun 622 M, dikenal dengan Baiat Aqabah kedua terjadi 
pada musim haji tahun ketiga belas setelah kenabian, 73 orang lelaki dan dua 
perempuan Yastrib datang ke Mekah untuk beribadah haji. Mereka masuk dengan 
menyusup di tengah-tengah kaum musryik Yastrib. Pertemuan mereka dengan Nabi 
yang ditemani sang paman, al-Abbas yang musryik terjadi di lembah „Aqabah, Mina, 
pada pertengahan Hari Tasyriq. Pertemuan diadakan secara sembunyi-sembunyi, di 
tengah kegelapan malam. Kaum Anshar kemudian berbaiat kepada Nabi. 
Isi baiat Aqabah kedua : Kaum Anshar berikrar akan membela Nabi 
sebagaimana mereka membela diri, istri, dan anak-anak mereka sendiri. Selesai baiat, 
Nabi memberitahukan rencana hijrah para sahabtanya ke Madinah, dan kaum Anshar 
diminta untuk menyambut hangat dan menyediakan tempat tinggal dan makanan 
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untuk mereka. Kaum Anshar pun menerima dengan senang hati. Saat waktu hijrah 
tiba, mereka benar-benar menepati baiat mereka dan ikrarnya kepada agama Allah 
dan Nabi-nya
2
. Di antara mereka ada yang menemui Tuhan dengan kesyahidan. Ada 
pula yang tetap hidup hingga membantu mengokohkan negara Islam dan turut serta 
dalam peristiwa-peristiwa penting sesudah Nabi wafat. Dengan pribadi-pribadi seperti 
ini negara Islam berdiri. Pribadi-pribadi yang memberi dan tidak meminta, yang 
menyerahkan segalanya tanpa meminta imbalan selain surga, serta yang membuat 
sejarah tidak pernah mencatat lagi orang-orang seperti mereka. 
Paling tidak, ada tiga alasan yang mendasari bahwa Nabi, di samping sebagai 
kepala agama juga sebagai kepala negara dan pemerintahan di Madinah. Pertama, 
adalah penegasan dari Tuhan dalam QS Ali „Imran/3: 144. 
                             
                            
     
Terjemahnya: 
“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu 
sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu 
berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka 
ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan 
memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur ”.3 
Dalam ayat tersebut, Nabi Muhammad bukan hanya sebagi rasul yang 
menyampaikan wahyu dari Tuhan, tetapi juga diberi hak legislatif, yaitu hak untuk 
menetapkan hukum, hak untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu 
                                                          
2
Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, Sejarah Islam ; Jejak langkah Peradaban Islam 
dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Cet. I ;Jakarta: Zaman, 2014), h.27-29. 
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Madinah Al-Munawarah: Kompleks 
Percetakan Al-Qur‟an Raja Fahad), h. 99. 
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beliau juga disebut contoh tauladan bagi umat yang perannya tidak hanya di bidang 
spritual saja tetapi juga mempunyai tugas dan peran sosial politik serta pemegang 
kekuasaan. 
Kedua, adanya pengakuan dari sekelompok masyarakat melalui dukungan 
moral dan politik yang diberikan oleh suku Aus dan suku Khazraj dari Yastrib yang 
sekarang disebut Madinah yang dikenal dengan peristiwa Aqabah pertama pada tahun 
621 dan peristiwa Aqabah kedua pada tahun 622 M, yang isinya disamping memuat 
pengakuan dan keimanan kepada Nabi, juga kesetiaan serta penyerahan kekuasaan 
kepada beliau, begitu juga perjanjian untuk berjuang bersama-sama dengan Nabi, 
baik untuk berperang maupun untuk kedamaian. Berdasarkan peristiwa kedua baiat 
itulah Nabi memperoleh legitimasi kekuasaan untuk tampil ke muka sebagai 
pemimpin kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Madinah, di samping pula karena 
kemampuan beliau dalam melakukan negosiasi dan konsultasi dengan berbagai 
kelompok sosial dan kabilah yang heterogen di Madinah saat itu yang atas 
prakarsanya, muncullah perjanjian yang dikenal dengan “Piagam Madinah”. 
Ketiga, sebagai arbitrator (hakam) sebagaimana yang ditegaskan didalam 
Piagam Madinah, bahwa apabila terjadi sengketa di antara pihak-pihak yang 
membuat perjanjian, maka harus di kembalikan kepada Allah dan Muhammad. 
Doktrin semacam itu jelas merupakan pengakuan akan kedudukan Nabi Muhammad 
sebagai pemimpin yang mempunyai kekuasaan politik di Madinah. Oleh karena itu 
ketika orang-orang Yahudi melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang 
disepakati bersama di dalam Piagam Madinah, maka beliau bertindak sebagai 
arbitrator dalam masalah itu. Fakta ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad secara 
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de facto memperoleh kekuasaan di Madinah berasal dari posisinya sebagai arbitrator 
atau hakam di Madinah
4
.   
Maka, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang dipimpin Nabi itu adalah 
negara, karena ia, dari sudut pandang politik, memenuhi syarat untuk disebut sebagai 
negara. Syarat berdirinya negara adalah adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan 
yang berdaulat
5
. Semua unsur ini terdapat dalam negara Islam pertama itu. 
Wilayahnya adalah kota Madinah dan sekitaranya, rakyatnya terdiri dari unsur-unsur 
kaum Muhajirin, kaum Anshar, dan kaum Yahudi serta sekutunya yang menetap di 
Madinah, dan pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh Nabi Muhammad dan 
dibantu oleh para sahabatnya. Undang-undangnya berdasarkan Syariat Islam yang 
diwahyukan oleh Allah dan Sunnah Rasul termasuk piagam Madinah. Kepemimpinan 
Nabi selaku kepala negara adalah untuk mengatur segala persoalan dan memikiran 
kemaslahatan umat secara keseluruhan, dalam rangka pelaksanaan Siyasah 







                                                          
4
H.Usman Jafar, Fiqih Ssiyaah ; Telaah atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan 
Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.106-107.  
5
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik (Jakarta: PT Eresco, 1981), h.13. 
6
J. Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah ; Ajaran, Sejarah dan Pemeikiran, h.86. 
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B. Piagam Madinah Sebagai Dasar Pemerintahan Nabi saw di Madinah 
Piagam Madinah (Madinah Charter/Al-Ahd bi Al-Madinat/Ash-Shahifah) 
sering dianggap sebagai dasar dari pembentukan negara Islam Pertama di Madinah. 
Dan Nabi Muhammad dipercayai sebagai peletak dasar negara itu. 
Sebagaimana diketahui, ketika Rasulullah saw mendirikan negara Madinah, 
masyarakat Madinah terdiri dari beberapa kelompok. Pertama, kelompok kaum 
muslim dari kalangan kaum muhajirin dan anshar, dan ini adalah kelompok 
mayoritas. Kedua, kelompok musyrik yang berasal dari kabilah-kabilah yang ada di 
Madinah. Mereka sudah terwarnai oleh opini Islam dan tidak lagi nampak sebagai 
masyarakat tersendiri. Ketiga, kelompok Yahudi dari berbagai kabilah yang tinggal di 
wilayah Kota Madinah, termasuk Yahudi Bani Qainuqa, dan kelompok yahudi yang 
tinggal di luar kota madinah yaitu Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraidzah. 
Kelompok Yahudi ini merupakan komunitas yang terpisah dengan komunitas kaum 
muslim, pemikiran dan perasaan mereka berbeda dengan kaum muslim. Begitu pula 
metode pemecahan masalah diantara mereka. Sehingga mereka merupakan kelompok 
masyarakat tersendiri yang terpisah dari masyarakat Madinah.  
Yahudi sejak lama telah mengintimidasi masyarakat Madinah. Oleh 
karenanya mereka merupakan masalah yang mungkin muncul paling awal ketika 
negara Madinah baru berdiri. Masalah ini memerlukan solusi. Maka segera setelah 
Rasulullah saw hijrah. dan melakukan peleburan dan penyatuan seluruh kaum 
Muslimin hingga kondisinya stabil dan kokoh, baik melalui strategi muakho 
(mempersaudarakan kaum Muslim dengan persaudaraan yang kuat dan berimplikasi 
pada aspek mu‟amalah, harta dan urusan mereka) maupun pembangunan mesjid yang 
berpengaruh pada pembinaan ruhiyah mereka, pada tahun 622 M Rasulullah saw 
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menyusun teks perjanjian yang mengatur interaksi antar kaum muslim dan sesama 
warga negara, hak dan kewajiban warga negara dan hubungan luar negeri. Piagam ini 
juga secara khusus mengatur dan membatasi secara tegas posisi kaum Muslim dan 
kaum Yahudi, mengatur interaksi di antara mereka dan merumuskan kewajiban-
kewajiban yang harus mereka pikul dengan kebijakan khusus. Dengan kata lain, 
sebagaimana disebutkan oleh Jaih Mubarak , Piagam Madinah telah menjadi dasar 
persatuan penduduk Yatstrib yang terdiri atas Muhajirin, Anshar dan Yahudi.  
Dengan piagam inilah, kewibawaan negara Islam dan supremasi hukumnya 
bisa tegak. Dan ini merupakan modal awal bagi negara yang baru berdiri untuk 
menjaga stabilitas dalam negerinya dan fokus pada upaya membangun berbagai aspek 
yang menjadi jalan bagi terealisasinya pengaturan berbagai urusan umat, baik di 
dalam maupun di luar negeri. Melaui Piagam Madinah, semua warga Madinah saat 
itu meskipun mereka berasal dari berbagai suku (plural/heterogen) dipersatukan 
sebagai satu komunitas (ummah). Hubungan antara sesama warga yang muslim dan 
yang nonmuslim didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling 
membantu dalam menghadapi agresi dari luar dan menghormati kebebasan beragama. 
Melalui perjanjian ini pula seluruh warga negara (baik muslim maupun nonmuslim), 
maupun negara bertetangga yang terikat dengan perjanjian terjamin hak dan 
kewajiban politiknya secara adil dan merata.  
Dari semua penjelasan di atas, jelas, bahwa persyaratan sebuah negara, 
walaupun masih sederhana, telah terpenuhi di Madinah, yakni ada wilayah, 
pemerintahan, negara, rakyat, kedaulatan dan ada konstitusi  (Piagam Madinah). Hal 
ini sekaligus menampik pendapat-pendapat yang menolak adanya hubungan antara 
agama Islam dengan politik kenegaraan. 
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Piagam Madinah yang dikenal juga sebagai konstitusi madinah adalah 
Undang-undang dasar negara yang terutama mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-
hak warga negaranya para pakar tentang Islam menamakan konstitusi itu sebagai 
konstitusi pertama di dunia
7
.  Para ahli menyebut Piagam Madinah tersebut dengan 
berbagai macam istilah yang berlainan satu sama lain. 
Motgomery Watt menyebutnya The Constitusion of Medina; Nicholas 
menyebutnya Charter; Madjid Khadduri menggunakan perkataan Treaty; Phillips K. 
Hitti menyebutnya Agreement; dan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan 
Piagam sebagai terjemahan kata al-shahifah. Nama al-shahifah 622 M ini merupakan 
nama yang disebut dalam naskah piaga itu sendiri. Kata ini bahkan disebut sebanyak 
delapan kali dalam teks piagam. Perkataan Charter sesungguhnya identik dengan 
piagam dalam bahasa Indonesia, sedangkan perkataan treaty dan agrement lebih 
berkenaan dengan isi piagam atau charter itu. Namun, fungsinya sebagai dokumen 
resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan menyebabkan piagam itu dapat 
dikatakan tepat juga untuk disebut sebagai konstitusi seperti yang dilakukan oleh 
Montgomery Watt ataupun yang dilakukan oleh Zainal Abidin Muhammad seperti 
tersebut di atas. 
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HAK-HAK POLITIK NONMUSLIM 
A. Pengertian Hak-Hak Politik  
Topik kajian ini terdiri dari dua kata yakni “hak” dan “politik”. Agar 
diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan hak-hak politik, maka 
perlu dijelaskan masing-masing kata tersebut. Kata hak dipergunakan dalam bahasa 
sehari-hari, demikian pula dalam bahasa hukum berasal dari bahasa Arab yakni 
“hak” yang terbentuk dari huruf  ح dan ق dengan makna dasarnya mengerjakan 




Melalui analisis morfologis, Muin Salim mengatakan bahwa “haq” berasal 
dari kata اقح – قيح - قح yang makna asalnya berarti sesuatu yang “benar”, “pasti”, 
“tetap” dan juga dapat berarti “wajib”. Dalam kamus bahasa Inggris, „hak” diartikan 
“right” dengan berbagai makna, di antaranya: the right solution, yakni sesuatu yang 
benar. 
Mencermati beberapa ungkapan yang berkaitan dengan hak di atas, lannjut 
Muin Salim, mengandung pengertian bahwa “hak” adalah kewenangan atau 
kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan 
menghormati hak-hak ini, orang menempatkan diri dalam kebenaran, melihat realitas 
yang benar dan mendapatkan keuntungan dari hak-hak yang ditimbulkannya. 
Sedangkan kata “politik” dalam literatur Islam dan kajian fikhi klasik disebut 
“siyasah”  berasal dari bahasa Arab “siyasat”. Analisis morfologisnya adalah ةسايس 
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Abd. Muin Salim, dalam Azhar Arsyad, dkk, Islam dan Peradaban Global (Yogyakarta: 
Madyan Pres, 2002), h.20. 
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- سوسي - ساس dengan makna leksikalnya berarti: mengurus, mengatur, dan 
memerintah. Kata “siyasah”  selanjutnya disebut politik (ketatanegaraan). Kata 
politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau 
perbuatan. Yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, “politik” yang berarti segala 




Kata politik merupakan istilah yang dipergunakan dalam konsep pengaturan 
mayarakat. Sebab konsep ini membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 
masalah bagaimana pengelolaan pemerintahan dijalankan dalam rangka mewujudkan 
sebuah tatanan masyarakat politik yang lebih kondusif. Dalam konteks ini, Muin 
Salim mengatakan bahwa politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas 
ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah 
masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. 
Sementara Moh. Qasim Mathar, mengemukakan bahwa politik berhubung 
dengan kekuasaan dan tatanan masyarakat. Kekuasaan sebagai bagian yang teramat 
penting dalam politik, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku 
lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan 
keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan, atau kemampuan pelaku untuk 
menetapkan (secara mutlak) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif 
memilih bagi pelaku lain. Maka, siapa atau pihak mana yang paling mempengaruhi 
itulah yang memiliki kekuasaan
3
.  
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Abd. Muin Salim, Fikih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an (Cet. III; 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.34. 
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Moh. Qasim Mathar, Politik Dalam Soroton: Ketegangan antara Pemikiran dan Aksi (Cet. I; 
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Pemikiran kedua tokoh di atas, mempunyai persamaan. Sebab keduanya 
melihat politik sebagai bagian dari perilaku manusia atau sikap untuk mempengaruhi 
orang lain dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki. Namun Qasim Mathar 
lebih menekankan pada pentingnya hak-hak politik warga negara benar-benar 
diwujudkan guna mencapai tujuan bernegara. Dalam arti, tujuan negara akan semakin 
didekati dan dicapai bila hak politik warga negara diberdayakan secara sunguh-
sungguh. 
Berdasarkan analisis dan keterangan yang dikemukakan di atas, dapat 
dipahami bahwa hak-hak politik adalah kewenangan atau kewajiban untuk 
melaksanakan berbagai urusan berkaiatan dengan pengelolaan kehidupan bersama 
termasuk pengelolaan pemerintahan dengan cara yang benar dan adil. Hak-hak ini 
yang senantiasa melekat dan paling fundamental bagi manusia. Bila hak tersebut 
diabaiakan berarti harkat dan martabat manusia tidak dapat melaksanakan fungsinya 
sebagai manusia sempurna. 
Pengertian hak-hak politik seperti dikemukakan diatas, dapat dikembangkan 
dengan mengelaborasi berbagai pengertian hak-hak politik yang telah dirumuskan 
oleh penulis-penulis terdahulu. Tiga sarjana yang dapat disebutkan dalam kajian ini, 
yakni Mujar Ibn Syarif, Abu A‟la Maududi, dan Peter Baehr Pieter Van Dijk 
merumuskan pengertian hak-hak politik dalam konteks pemikiran keagamaan Islam. 
Menurut Mujar, bahwa hak-hak politik (political rights) adalah hak-hak yang 
diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, 
seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum 
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dalam negara, atau hak-hak di mana individu dapat memberi andil melalui hak-hak 
tersebut dalam mengelola negara atau pemerintahan
4
. 
Prinsip utama dalam pemenuhan hak-hak politik warga negara dalam 
pemikiran beliau adalah terlibatnya warga negara, baik langsung maupun melalui 
perwakilan dalam setiap pengambilan kebijakan yangg bersifat politis sebagai bagian 
dari kesepakatan mereka dan keterlibatannya dalam pengelolaan pemerintahan. Oleh 
karena itu untuk mendukung pelaksanaan hak-hak tersebut, peranan pemerintah perlu 
diatur melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga 
negara tidak melampaui batas-batas tertentu
5
. Tujuan ini menjadi sangat penting 
karena secara substantif hak-hak politik tersebut mempunyai sifat melindungi 
individu dari penyalagunaan kekuasaan oleh pihak penguasa atau untuk membatasi 
kekuasaan penguasa atau melindungi orang dari penindasan penguasa
6
.  
Cara pandang seperti ini, menurut Qasim Mathar, akan terlihat dengan jelas 
bagaimana pentingnya hak-hak politik warga negara itu diberdayakan dan dilindungi 
oleh hukum. Karena politik menyangkut semua hal yang berkaitan dengan kekuasaan 
dan susunan masyarakat. Oleh karena itu perlu diatur berdasarkan hukum. Dan 
hukum intinya adalah keadilan. Sebab corak dan tujuan-tujuan politik yang ingin 
dicapai selanjutnya adalah memberi pengaruh terhadap hubungan timbal balik antara 
hukum dan politik, yang dalam kenyataannya terkadang berakibat adanya warga atau 
kelompok yang merasa teraniaya dan kehilangan hak-haknya, termasuk dilanggar hak 
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asasinya. Di sini lanjut Qasim perlu ada perlindungan hukum yang adil terhadap 
warga negara. Untuk mengikuti prinsip ini, maka perlu ada pengakuan dan pemberian 
hak-hak politik warga negara. Dan setiap warga negara sudah seharusnya mengetahui 
hak-haknya, sedangkan sosialisasi pengetahuan tentang hak-hak warga negara 
merupakan usaha pemberdayaan warga negara menjadi bagian yang tidak saja 
penting, tetapi juga sensitif dalam politik
7
. 
B. Bentuk-bentuk Hak Politik NonMuslim 
Berdasarkan analisis Sosio-Historis dan Piagam Madinah maka Hak-hak 
politik nonmuslim dapat diklasifikan sebagai berikut : 
1.  Hak Untuk Menjalankan Tradisi Atau Adat Kebiasaan  
Golongan Muhajirin dari Quraisy telah berpegang pada adat kebiasaan baik 
mereka, mengambil dan membayar diat atau (tebusan), dan menebus tawanan-
tawanan mereka menurut kebiasaan baik (ma’aruf) dan adil (al-qisth)  di antara 
mereka yang mukmin (pasal 2). Banu „Auf tetap berpegang pada kebiasaan baik 
mereka mengambil dan membayar diat mereka seperti yang berlaku dahulu dan setiap 
golongan dari  mereka menebus tawanannya menurut kebiasaan yang baik dan adil di 
antara orang-orang mukmin (pasal 3). Ketentuan yan sama berlaku bagi Banu Sa‟idat 
(pasal 4), Banu al-Harits (pasal 5), Banu Jusyam (pasal 6), Banu al-Najjar (paal 7), 
Banu Amar bin Auf (pasal 8), Banu al-Nabit (pasal 9), dan Banu al-Aus pasal (10). 
Ketetapan-ketetapan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan mereka dalam 
hal mengambil dan membayar diat dan menebus tawanan yang sudah berlaku 
sebelum Islam tidak dihapuskan. Ini berarti bahwa Nabi mengakuinya sebagai sesuatu 
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yang baik dalam menyelesaikan perselisihan di antara mereka dalam kasus 
pembunuhan. Karena, kebiasaan tersebut merupakan salah satu cara dan bentuk 
penghargaan terhadap manusia bagi yang terbunuh dan tertawan, walaupun nilai 
manusia tidak dapat diukur dengan uang atau harta benda. Karena itu, mereka 
meneruskan kebiasaan tersebut menurut adat kebiasaan yang baik dan adil. Al-Qur‟an 
juga menetapkan jika hukum qisas tidak dilaksanakan karena keluarga si terbunuh 
memaafkan keluarga si pembunuh, maka alternatifnya ialah si pembunuh harus 
membayar diat kepada pemberi maaf (keluarga si terbunuh) dengan cara yang baik.         
2.  Hak Memperoleh Keamanan Dan Suaka Politik 
Teks Piagam menyatakan : “Bahwa siapa saja yang keluar dari kota Madinah 
atau tetap tinggal (di dalamnya) ia akan aman kecuali orang yang berbuat zalim dan 
dosa.” (pasal 47). 
Ketetapan ini merupakan pengakuan akan hak atas hidup dan keselamatan 
diri, hak atas perlindungan diri, hak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi setiap 
penduduk Madinah. Setiap warga negara yang keluar masuk dari dan ke kota itu 
maupun yang tinggal di dalamnya, keamanannya dijamin. Tidak ada tindakan 
kejahatan dan penganiayaan atasnya. Hak-hak ini merupakan bagian dari “hak 
kebebasan personal
8
, yang harus diperoleh setiap orang. Ketetapan lain dari Piagam 
Madinah tentang kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak, menyatakan; 
“Bahwa kaum Yahudi yang mengikuti kami berhak mendapat perlindungan dan hak 
persamaan tanpa ada penganiayaan atas mereka dan tidak pula ditolong orang yang 
menjadi musuh mereka (pasal 16), dan bahwa tidak ada orang yang boleh 
menghalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai (pasal 36).” 
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Dengan ketetapan ini, seluruh penduduk Madinah mendapat hak jaminan 
keamanan dan hak kebebasan dari penganiayaan. Demikian pula kaum Yahudi 
sebagai anggota umat dan bagian dari penduduk Madinah yang mengakui Piagam 
Madinah mendapat jaminan yang sama. Bahkan kaum muslimin tidak akan 
membantu orang-orang yang memusuhi mereka. Mereka dijamin tidak akan 
mendapat penganiayaan dari siapa pun. Setiap individu dari penduduk Madinah juga 
mempunyai kebebasan untuk menuntut haknya, seperti bila ia dilukai, mempunyai 
hak untuk menuntut balas atau menuntut denda dan ganti rugi secara baik dan adil.     
Kebebasan dari penganiayaan dan kebebasan dari menuntut hak yang ditetapkan 
dalam teks Piagam Madinah untuk menegakkan keamanan dan ketertiban sosial 
dikalangan masyarakat Madinah, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-
wenang dan kezaliman. Ketetapan tersebut juga melindungi hak-hak penduduk agar 
tidak dilanggar oleh siapa pun. Suatu undang-undang yang bertujuan untuk 
menegakkan persamaan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat segenap 
penduduk Madinah. 
Secara fungsional ketetapan tersebut bertujuan untuk memelihara keamanan 
dan kebebasan penuduk Madinah dalam mengadakan hubungan-hubungan sosial 
dengan siapa saja, bebas dan aman mencari nafkah hidup, bebas dan aman 
mengembangkan kemampuan diri di berbagai bidang kehidupan, bebas dan aman 
mengamalkan ajaran agama dan sebagainya tanpa ada rasa takut. Ia juga bertujuan 
untuk merekayasa masyarakat Madinah yang bermoral dan tertib, yaitu masyarakat 
yang saling menghargai dan menghormati sesama. 
Adanya persamaan aman dari dan bebas dari rasa takut bagi setiap warga 
masyarakat dari suatu negara dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan 
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agama yang mendorong masyarakat untuk mencapai kemajuan dan berlomba-lomba 
dalam kebaikan. Perasaan aman juga akan menumbuhakan sikap suka mengadakan 
kerja sama dan tolong-menolong dalam bidang-bidang kehidupan tersebut. Piagam 
Madinah, memang mencita-citakan masyarakat Madinah, yang terdiri dari beberapa 
kelompok sosial, ras, agama, dan budaya itu, menjadi masyarakat kooperatif secara 
efektif.     
Al-Quran juga sangat menekankan pentingnya memberi perlindungan dan 
memelihara keselamatan diri dan jiwa setiap manusia. Al-Qur‟an sangat mencela 
orang yang membunuh seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama 
dengan membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya Al-Qur‟an sangat memuji orang 
yang memelihara kehidupan seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah 
sama dengan memelihara kehidupan manusia seluruhnya.  
Bukan saja pembunuhan dan penindasan, penganiayaan oleh manusia 
terhadap sesamanya pun tidak boleh terjadi, karena hal ini merupakan pelanggaran 
terhadap hak oran lain.  
3.  Hak Untuk Menyatakan Pendapat 
Kebebasan berpendapat tidak dijelaskan oleh piagam secara ekplisit. Namun 
hal ini dapat di pahami dari pasal 37 yang menyatakan:..”dan bahwa di antara 
mereka saling memberi saran dan nasihat yang baik dan berbuat kebaikan, tidak 
dalam perbuatan dosa, dan pasal 23 yang menyatakan: “Dan bahwa bila kamu 
berbeda pendapat tentang sesuatu, maka sesunguhnya rujukan (untuk 
menyelesaikannya) kepada Allah dan Muhammad Saw. 
Dua ketetapan ini mengisyaratkan adanya kebebasan berbicara dan 
menyatakan pendapat bagi penduduk Madinah. Piagam mengakuinya sebagai hak 
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setiap inividu atau salah satu dari hak kebebasan personal. Artinya, pasal-pasal 
tersebut memberikan hak kebebasan kepada penduduk Madinah tanpa kecuali untuk 
mengutarakan pendapat-pendapatnya. Seperti warga negara Madinah yang muslim 
boleh berbeda pendapat dengan Nabi dalam masalah-masalah kemasyarakatan yang 
belum ada ketentuannya dari wahyu, tetapi tidak boleh dalam masalah akidah dan 
syariat yang jelas ketetapannya, sedangkan warga negara nonmuslim boleh berbeda 
pendapat dengan Nabi baik dalam masalah syariat, keyakinan, maupun masalah 
kemasyarakatan. 
Dalam catatan sejarah Islam permulaan dapat ditemukan bukti-bukti yang 
menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk 
berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah-
musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai 
masalah. 
Beliau mengembangkan budaya kebebasan berpendapat atau berbeda 
pendapat di kalangan para sahabatnya. Ketetapan tersebut dan kegemaran Nabi 
bermusyawarah dengan para sahabatnya menjadi indikasi bahwa beliau mengakui 
adanya kebebasan berpikir dan berpendapat dan sangat menghargai nilai-nilai 
kebebasan itu sebagai suatu yang bernilai dan bermanfaat. Al-Qur‟an juga 
menekankan pentingnya prinsip kebebasan berpendapat dilaksanakan dan ditegakkan. 
Hal ini dapat dipahami dari QS al-Ashr/103: 2-3. 
         






“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasihati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasihati supaya menetapi 
kesabaran”.9 
Klausa “saling menasihati supaya mentaati kebenaran” merupakan ajaran 
terpenting dalam Islam untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan bermoral dan 
untuk merealisirnya dituntut adanya kebebasan berpendapat. Penjelasan tersebut 
menunjukkan bahwa ketetapan Piagam Madinah dan ketentuan Al-Qur‟an menjamin 
kebebasan berpendapat, yang telah diundangkan dan dipraktekkan oleh Nabi dalam 
memimpin masyarakat negara Madinah. Ini berarti, Islam sebagai agama tuntunan 
untuk membimbing hidup manusia kepada kebenaran tidak menekan dan 
membelenggu kebebasan berpendapat untuk dipraktekkan dalam kehidupan sosial, 
politik dan pemerintahan. Ini sejalan dengan penciptaan manusia oleh Allah dengan 
suatu fitrah (nature), yakni bebas untuk memilih, bebas untuk menyatakan pendapat 
dan melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan jiwa syariatnya. 
Namun implementasi kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak. 
Seseorang, dengan dalih dan atas nama kebebasan, tidak dibenarkan melakukannya 
dengan mengikuti kemauan sendiri, seperti melawan kebenaran, menghina keyakinan 
orang lain, dan menggunakan kekuasaan secara bebas untuk bersenang-senang. 
Sebab, kebebasan berpendapat adalah untuk mencari kebenaran, memberi nasihat 
kepada para pemimpin dan masyarakat umum agar tidak terjerumus ke dalam 
perbuatan-perbuatan tercela. 
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Disamping praktek kebebasan berpendapat tidak boleh sewenang-wenang dan 
tanpa batas, juga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kendali, tetapi harus 
diselesaikan. Perbedaan pendapat yang tajam bisa menimbulkan perselisihan yang 
akan mengakibatkan pertentangan dan perpecahan baik antarperorangan maupun 
antarkelompok. Karena itu, pasal 23 Piagam Madinah sebagai telah dikutip di atas 
menyatakan bahwa bila terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu di antara warga 
Madinah. Penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad. 
Sebagaimana juga QS an-Nisa /4: 59. 
                          
                       
             
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, ta‟atilah Allah dan ta‟atilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemuadian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.10     
4.  Hak Untuk Menjalankan Ibadah Secara Damai 
Ketetapan Piagam Madinah tentang kebebasan beragama atau menjalankan 
ibadah secara tenang dan pengakuan akan eksistensi komunitas-komunitas agama 
yang ada tampaknya menjadi jawaban nyata terhadap situasi sosial penduduk 
Madinah, yakni adanya keragaman komunitas agama dan keyakinan di kota itu. Nabi 
tentu saja memahami situasi itu. Beliau menyadari posisinya sebagai Nabi, fungsinya 
antara lain untuk berdakwah dan menyampaikan kebenaran Islam, bukan memaksa 
orang untuk menerima Islam. Karena persoalan agama merupakan masalah 
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keyakinan, maka tidak seorang pun dapat boleh memaksakan suatu keyakinan kepada 
siapa pun. Untuk itu beliau mengundangkan prinsip toleransi beragama yang secara 
teknis sering dikaitkan dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama. 
Manusia mempunyai hak kebebasan personal untuk memilih keyakinan atau 
ideologi mana saja. Kebebasan ini harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain. 
Semangat seperti inilah yang tercantum dalam Piagam Madinah yang menyatakan 
bahwa “Kaum Yahudi tetap berpegang pada agama mereka dan orang-orang 
mukmin pun tetap berpegang pada agama mereka (pasal 25)”. Ketentuan ini bahkan 
lebih tegas dari rumusan Al-Quran mengenai prinsip lakum diinukum walya diin 
(bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) yang menggunakan kata “aku” atau “kami” 
versus “kamu”. Dalam piagam digunakan perkataan perkataan mereka, baik bagi 




Karena Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah, maka ketetapan 
tersebut mengandung makna dan fungsi yang strategis di mana kebebasan 
melaksanakan ajaran dan keyakinan bagi komunitas-komunitas agama dan keyakinan 
yang ada di Madinah dijamin secara konstitusional. Artinya, kebebasan beragama 
dijamin oleh negara dan undang-undang. Muhammda Saw. dalam kapasitasnya 
sebagai Nabi dan kepala negara tidak memaksa mereka yang belum muslim untuk 
menerima Islam. Bahkan beliau menciptakan kerukunan antarkomunitas agama dan 
keyakinan yang ada. Dengan demikian, ketetapan tersebut mengakui eksistensi 
komunitas-komunitas agama, menjamin kemerdekaan dan kebebasan dalam 
melaksanakan ajaran agamanya dan menghormati hak kebebasan personal bagi setiap 
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orang dalam memilih agama dan keyakinan yang dikehendakinya. Bahkan seseorang 
yang tidak memilih suatu agama harus dihormati. 
Setiap orang dan pemerintah wajib melindungi dan menghormati hak orang 
lain dalam menganut suatu agama dan keyakinannya. Tidak seorangpun mempunyai 
hak memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain. Masalah agama adalah 
masalah keyakinan dan penerimaannya harus atas dasar kerelaan. 
Prinsip kebebasan beragama yang tercantum dalam Piagam Madinah tersebut 
tampaknya merupakan aktualisasi dari QS al-Kaafiruun/109: 6. 
          
Terjemahnya: 
“Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku”.12 
Esensi pernyataan ayat itu sejiwa dengan pernyataan teks Piagam; Bagi kaum 
Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. 
5.  Hak Persamaan Didepan Hukum 
Implementasi prinsip keadilan pada zaman Rasulullah Saw. dapat dilihat 
dalam sebuah peristiwa ketika seorang anak pembesar (kepala suku) bernama 
Fatimah bin Asad mencuri. Karena ia adalah anak seorang pembesar, maka orang-
orang khawatir kalau ia sampai dihukum, karena itu ada sebagian perasaan 
kecenderungan agar tidak dilakukan hukuman hadd. Kemudian melalui Usamah bin 
Zaid, orang-orang meminta agar diberikan dispensasi kepada Nabi Muhammad Saw. 
sebagai kepala negara. Namun Rasulullah bersabda, “Ya Usamah, apakah engkau 
akan memberi syafaat untuk menggugurkan salah satu hukum Allah ? Sesungguhnya 
dulu Bani Israil binasa karena jika dikalangan mereka ada seseorang yang 
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berkedudukan  dan berstatus sosial (kedudukan) tinggi mencuri dibiarkan (tidak 
dijatuhakan sanksi hukum padanya). Namun, apabila salah seorang berstatus rendah 
(rakyat jelata) mencuri, sanksi hukum secara tegas diterapkan baginya. Sungguh, 
demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman-Nya, seandainya Fatimah 
binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya”. Hal 
ini dapat dilihat dalam ketentuan Piagam Madinah pasal 36 yang berbunyi 
“Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai”. 
Perkataan Nabi Muhammad kepada Usamah bin Zaid membuktikan bahwa 
dalam menegakkan hukum, Rasulullah Saw. akan menegakkan keadilan tanpa 
melihat apakah ia seorang yang memiliki kedudukan tinggi ataukah ia seorang rakyat 
biasa. Siapa pun yang bersalah, hukuman harus tetap ditegakkan. Hal ini karena 
keadilan merupakan sikap yang paling dekat dengan taqwa. 
Allah SWT berfirman QS al-Maidah/5: 8. 
                     
                     
             
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang berima, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih adil kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan”.13    
Lebih lanjut prinsip keadilan pada masa Rasulullah Saw. dapat dilihat dalam 
Konstitusi Madinah. Tentang keadilan, konstitusi Madinah merumuskan bahwa 
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seseorang tidaklah bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan sekutunya. Hal 
ini berarti kesalahan seseorang tidak menjadi tanggung jawab orang lain atau 
kelompoknya. Hukum sebelum Islam (jahiliyah) disemenanjung Arab menganut 
prinsip tanggung jawab kesalahan anggota kelompok oleh seluruh anggota kelompok 
(suku). Prinsip ini tentu tidak adil. Karena itu, Rasulullah Saw. sebagai kepala negara 
mengganti prinsip tersebut dengan prinsip keadilan. Setiap kesalahan yang dilakukan 
seseorang menjadi tanggung jawab pribadinya dan bukan suku atau kelompoknya
14
. 
Jika ditinjau dari segi logika yang sehat, tentu prinsip keadilan yang di 
rumuskan oleh Rasulullah Saw. dalam Piagam Madinah itu sangatlah logis, sehingga 
hal itu diterima oleh semua warga Madinah. Dalam pasal yang lain dalam konstitusi 
Madinah dijumpai suatu rumusan berikut, “orang-orang Yahudi dari suku Aus diberi 
hak yang sama dengan anggota yang lain, dan mereka dihormati bila berurusan 
dengan konstitusi ini. Rasulullah Saw. telah menerapkan prinsip keadilan sesuai 
dengan kaidah-kaidah yang digariskan dalam Al-Quran. Beliau senantiasa 
menghindari sikap diskriminatif dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepala 
negara. 
Adapun prinsip persamaan, hal tersebut sangat dekat dengan keadilan. 
Bagimana Rasulullah Saw. menerapkan pendidikan prinsip persamaan dapat 
diketahui juga dari kasus Fatimah binti Asad dan konstitusi Madinah. Rasulullah 
Saw. tidak membedakan kedudukan para pelaku pidana, apakah ia seorang pembesar 
atau rakyat jelata, mereka mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. 
Egalitarianisme di dalam Islam bukan hanya sekadar kaidah dan rumusan saja, tetapi 
beliau telah menerapkan prinsip ini dalam kehidupannya. 
                                                          
14
 Akh Hakim, Penerapan Negara Hukum Pada Masa Rasulullah SAW (Hukum Islam, 2015) 
40 
 
Sebagai implementasi prinsip persamaan dalam Islam, Rasulullah Saw. 
memperlakukan Bilal yang berkulit hitam sama seperti para sahabat yang lain. 
Bahkan beliau mejadikannya sebagai Muadzin. 
Prinsip persamaan juga berlaku bagi Nonmuslim yang tinggal di Negara Islam 
(dzimmi), misalnya kedudukan orang-orang Yahudi sebagai golongan minoritas di 
Negara Madinah mempunyai kedudukan hukum yang sama seperti warga negara 
lainnya yang muslim. Rasulullah Saw. sebagai kepala negara tidak pernah melakukan 
diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Mereka memiliki kebesan penuh, apakah 
akan tetap tinggal di Madinah atau akan pindah ke tempat yang lain. 
C. Kondisi Hak-hak Politik Nonmuslim 
Madinah, yang dipadati dengan kehidupan, mempunyai empat kelompok 
penduduk yang memdiaminya. Di situ terdapat penduduk dari suku-suku Aus dan 
Khazraj yang telah masuk Islam. Mereka ini disebut dengan “Anshar” atau penolong, 
karena mereka adalah orang-orang yang menolong Rasul ketika suku-suku lain 
menolaknya. Kemudian terdapat kaum muslimin yang pindah dari Mekah yang 
dikenal dengan “Muhajirin” atau “orang yang berpindah”, karena mereka telah berani 
meninggalkan rumah dan kotanya dan pindah ke Madinah untuk menolong Allah dan 
Rasul-Nya. Terdapat pula penduduk dari suku al-„Aus dan al-Khazraj yang belum 
masuk Islam. Mereka ini menjadi semakin kecil jumlahnya dan kurang berarti karena 
mereka tidak lagi memiliki pengaruh atas kaum muslimin yang kini telah diperkuat 
dengan kedatangan kaum muslimin Mekah, kelompok ini kita sebut saja sebagai 
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kaum munafik. Sebagaimana mereka disebut demikian oleh kaum muslimin 
kemudian. Selain kelompok-kelompok ini terdapat pula tiga suku Yahudi yang kuat
15
.  
Rasulullah membuat sebuah perjanjian yang memberikan kebebasan kepada 
orang Yahudi menjalankan agamanya dan mengikat bersama semua pihak dalam 
suatu fakta perlindungan bersama. 
Mula-mula Rasulullah diterima dengan baik oleh orang Yahudi di Madinah. 
Mereka melihat betapa kuat pengikut Muhammad dan mereka berpikir bisa 
memanfaatkanya dalam melawan suku-suku Kristen dari Najran. Muhammad, yang 
baik hati dan mudah percaya, membalas sikap persahabatan mereka dengan hangat 
dan membuat perjanjian dengan mereka sebagaimana disinggung sebelumnya, yang 
memberikan kebebasan dan keamanan.  
Pada perkembangan selanjutnya komposisi penduduk Madinah pada tahun-
tahun berikutnya walaupun terjadi pengusiran terhadap Yahudi Banu Qainuqa (tahun 
2 H) dan Yahudi Banu Nadhir (tahun 4 H), serta eksekusi terhadap laki-laki Banu 
Quraizhat (tahun 5 H) karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian “perdamaian 
bersama” sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Madinah. Namun corak masyarakat 
Madinah tetap berciri heterogenitas selama masa hidup Nabi Muhammad Saw. (10 
H/632 M). Sebab pengusiran tiga suku utama Yahudi tersebut, komunitas-komunitas 
Yahudi lainnya masih tetap tinggal di kota Madinah. Komunitas-komunitas Yahudi 
yang masih menetap di kota itu adalah suku-suku Yahudi yang tercantum dalam 
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Piagam Madinah, yaitu: Banu Auf, Banu Al-Najjar, Banu Sa‟idah, Banu al-Haris,, 
Banu Jusyam, Banu al-Aws, Banu Syutaibat, Banu Tsalabat, dan Banu Jafnat. 
  Kekuasaan Nabi Muhammad Saw. di Madinah, nonmuslim, Yahudi dan 
Nasrani pada umumnya bersikap baik dan toleran. Nabi sering berbincang-bincang 
bersama dengan para pemeimpin dan tokoh-tokoh mereka. Ini menggambarkan suatu 
sikap persahabatan antara Muhammad Saw. dengan mereka sekali pun mereka tidak 
masuk Islam. Bahkan lebih dari itu Muhammad Saw. mempunyai sekretaris Yahudi. 
Pengangkatan Yahudi sebagai sekretaris beliau, karena kapabilitas dan kemahirannya 
berbahasa Ibrani dan Suryani. Ia kemudian baru digantikan oleh Zaid Ibn Tsabit 
sesudah kaum Yahudi Banu Nadhir terusir dari Madinah. Selain itu, duta pertama 
Nabi ke Negus (Abessinia), adalah Amr Ibn Umayyah al-Damri, yang itu belum 





ASPEK YURIDIS DAN SOSIOLOGIS HAK-HAK POLITIK NONMUSLIM 
A. Aspek Hukum Pada Hak Politik Nonmuslim 
            Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki beberapa hak-hak dan 
kewajiban yang diatur dalam undang-undang Negara. Seperti hak untuk mendapatkan 
perlindungan hukum, hak menyampaikan pendapat, hak Beragama, hak untuk 
membela negaranya serta hak-hak lainnya. Di dalam pemerintahan warga negara 
berperan penting demi jalannya pemerintahan yang baik, karena itu  masyarakat 
memiliki beberapa hak-hak dalam pemerintahan berupa hak politik. 
Penyebutan nama Yahudi dan kelompok-kelompoknya dalam Piagam 
Madinah menunjukkan bahwa Muhammad Saw. bersama komunitas muslim tidak 
bermaksud membangun masyarakat politik yang eksklusif bagi orang-orang Islam, 
tetapi seperti dikatakan Ahmad Sukardja dan Nurcholish Madjid, bahwa pengalaman 
Islam dalam sejarah, sesuai dengan keasliannya tidak memaksakan atau 
memperjuangkan suatu sistem sosial politik yang eksklusif. Muhammad bersama 
dengan kaum yang menerima risalah kerasulannya (umat Islam), dengan jelas dan 
terbuka serta secara formal, membangun masyarakat politik bersama komunitas atau 
golongan penganut agama lain khususnya Yahudi dan Nasrani. 
Sedang penyebutan “musyrik” (pasal 20) dalam Piagam Madinah, 
mengandung pengertian bahwa orang musyrik pun mempunyai hak hidup di dalam 
masyarakat politik yang dibangun itu. Dasar Tauhid yang ditegaskan oleh negara, 
sesuai ketentuan tidak ada paksaan dalam agama, tetap menjamin hak hidup pemeluk 
agama lain, termasuk orang musyrik sekalipun. Musyrikin Madinah tidak 
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dimasukkan sebagai musuh karena tidak memusuhi Nabi dan kaum muslimin. 
Mereka kemudian masuk Islam secara berangsur-angsur, setelah sebelumnya secara 
politis berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw.
1
  
Prinsip dasar Piagam ini adalah bersifat toleran bagi komunitas agama lain. 
Sebagai contoh, dalam suratnya kepada raja-raja Himyar, Muhammad saw 
menentukan bahwa mereka yang masih Yahudi dan Nasrani mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama dengan umat Islam. Mereka tidak boleh diganggu. Mereka 
hanya membayar jizyah sebagai kewajiban warga negara dan imbalan jaminan 
keamanan bagi mereka. Kemudian pada waktu Mekah ditaklukkan, Muhammad Saw. 
memberikan amnesti umum tanpa syarat konvensi agama bagi kaum musyrik 
Quraisy, dan sudah tunduk di bawah kekuasannya tidak seorang pun dipaksakan 
untuk masuk Islam, malahan mereka dinyatakan bebas. 
Dalam konteks ini Muhammad Saw. dalam mengadapi komunitas-komunitas 
nonmuslim, selalu menempuh jalan damai, sepanjang komunitas nonmuslim tersebut 
tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin. Selama sepuluh tahun Nabi Muhammad 
memimpin Madinah, tidak terjadi konflik perang dengan penganut paganisme yang 
ada di Madinah, karena komunitas paganisme ini secara politis tidak memusuhi kaum 
muslimim. Komunitas nonmuslim, Yahudi dan Nasrani yang dimusuhi Islam, bukan 
karena persoalan agama dan bukan pula karena tidak masuk Islam, tetapi karena 
secara politis mereka memusuhi umat Islam. 
Pengusiran terhadap tiga komunitas utama Yahudi oleh Muhammad dan kaum 
muslimin, sebagaiman dibahas sebelumnya bukan karena mereka berbeda agama, 
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suku, ras, dan golongan dengan umat Islam, tetapi karena mereka itu secara 
bergantian menghianati perjanjian konstitusi damai dan menimbulkan gangguan 
terhadap kedamaian masyarakat, serta melakukan makar terhadap kepemimpinan 
Muhammad Saw. dalam waktu, situasi, dan cara yang satu sama lain berbeda.  
Namun bagi mereka (nonmuslim) yang tetap setia kepada Nabi dan Umat 
Islam, dalam arti tetap mendukung piagam perjanjian yang dibuat bersama itu, Nabi 
dan umat Islam memberikan perlindungan sepenuhnya. Karena dalam konstitusi 
piagam tersebut komunitas-komunitas yang ada, baik muslim maupun nonmuslim di 
sebut sebagai umat yang satu
2
. 
B. Aspek Sosiologis Pada Hak Politik Nonmuslim  
 Hakikat penciptaan manusia adalah sama tidak ada perbedaan, yakni sama-
sama keturunan Adam. Oleh sebab itu, tidak ada kelebihan seorang individu atas 
individu yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, suku, ras, dan lain 
sebagainya. 
 Karena hakikat kejadian manusia sama, sungguh sangat tidak adil kalau di 
antara mereka ada yang mengklaim dirinya lebih tinggi dari yang lain. Keadilan, 
menurut Ibn Taimiyah menuntut agar semua orang diperlakukan sama
3
. Meskipun 
antara sesama manusia terdapat perbedaan dari segi gender, ras, karakter, agama, 
status sosial, usia, kekuatan, bangsa dan sebagainya. Namun sebagai manusia mereka 
tetap sama dan sederajat dan yang membedakan adalah kualitas takwanya yang 
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tercermin dalam sifat-sifat baik yang ia miliki dan amal perbuatan baik yang ia 
lakukan. 
Pandangan itu dapat dipahami bahwa Islam menjunjungg tinggi prinsip 
egalitarianisme di antara sesama manusia,  tanpa melihat agama dan status sosialnya. 
Dengan demikian, tidak salah kalau Yuzril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara 
yang didasarkan atas prinsip-prinsip Islam adalah negara yang menganut paham 
egaliter, kedaulatan rakyat, keadilan dan persamaan hak kepada semua warga negara 
tanpa memandang agama yang dianutnya
4
.   
Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk sosial 
membutuhkan kerja sama antara satu dengan lainnya dan hidup berkelompok. Setiap 
kelompok dapat dibedakan dari segi keyakinan dan agama yang mereka anut, dari 
segi etnis dan geografis mereka, dari segi prinsip politik mereka, dari segi 
kepentingan ekonomi mereka, dari segi pola berpikir dan pandangan hidup (ideolgi) 
mereka, adat istiadat mereka dan sebagainya. Dalam kaitan ini Al-Quran menegaskan 
bahwa manusia diciptakan hidup berkelompok dan itu mempunyai hikmah, yaitu agar 
mereka saling kenal-mengenal, Sebagaimana dalam QS al-Hujurat/49:13. 
                              
                     
Terjemahnya: 
“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu  di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha Mengenal”.5 
                                                          
4
Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, h.75. 
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.847. 
47 
 
Tetapi ditegaskan pula bahwa manusia di ciptakan dalam keadaan lemah  
dalam QS. al-Nisa/4:28.  
                 
Terjemahnya: 
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan 
bersifat lemah”.6 
Karena itu mereka harus membentuk kerja sama dalam kebaikan dan takwa 
dengan menjalin silaturahmi, dan tali (perjanjian) dengan sesama manusia. 
Sehubungan dengan hal tersebut, organisasi kemasyarakatan, menurut Ibn Khaldun, 
merupakan suatu kemestian bagi manusia.  
Masyarakat negara Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad juga terdiri 
dari berbagai kelompok sosial yang berbeda agama dan keyakinan, etnis, geografis, 
tingkat kehidupan ekonomi, pola berpikiran prinsip politik. Mereka bersatu di bawah 
kepemimpinan Nabi setelah beliau dan mereka sepakat membuat suatu perjanjian 
tertulis (Piagam Madinah) agar mereka dapat membentuk kerja sama dalam berbagai 
aspek kehidupan. Salah satu ketetapannya yang menjadi dasar kerja sama di antara 
kelompok-kelompok sosial tersebut adalah “prinsip umat”. Dalam kaitan ini teks 
Piagam Madinah (pasal 1) menyatakan bahwa “mereka adalah umat yang satu, tidak 
termasuk golongan yang lain”. Pada pasal 25 ditetapkan pula bahwa orang-orang 
Yahudi dan sekutunya adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. 
Adapun kedudukan dan hubungan mereka sebagai umat yang satu adalah 
dalam kehidupan sosial dan politik. Sebab, faktor perekat sosial yang mempersatukan 
mereka menjadi umat yang satu bukanlah faktor agama, melainkan faktor unsur 
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kemanusiaan. Muhammad Abduh, ketika membahas konsep umat, mengakui bahwa 
agama merupakan salah satu faktor perekat sosial, tetapi bukan satu-satunya. Masih 
ada faktor perekat sosial lain yang lebih universal, yaitu unsur kemanusiaan. Unsur 
kemanusiaan sangat dominan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan 
politik.  
 Ini berarti bahwa organisasi umat yang dibentuk Nabi itu bersifat terbuka. 
Rasulullah Saw. tulis Nurcholish, “tidak membentuk masyarakat politik yang 
eksklusif bagi kaum muslimin
7
. Tetapi beliau menghimpun semua golongan 
penduduk Madinah, baik golongan yang menerima risalahnya maupun yang tidak, 
seperti kaum Yahudi dan sekutunya. Perbedaan keyakinan mereka tidak menjadi 
alasan untuk tidak bersatu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh 
karena itu, gagasan dan praktek dalam membentuk satu umat dalam berbagai unsur 
kelompok sosial yang heterogen untuk saat itu dapat dikatakan merupakan suatu 
terobosan atau gerakan yang revolusioner. Lompatan ini, Menurut Thomas W. 
Arnold, merupakan awal kehidupan kebangsaan dalam Islam
8
. Itulah sebabnya, 
gerakan yang mempersatukan penduduk Madinah, menjadi satu umat, bagi Watt, 
merupakan kesatuan politik tipe baru (..the people of medina were now regarded as 
constituting a political unit a new type, an Umma or Community)
9
. 
Di tegaskan pula bahwa gagasan dan tindakan Nabi mempersatukan 
masyarakat yang pluralistik itu boleh dikatakan pertama dalam sejarah kemanusiaan. 
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Sebelumnya, berbagai negara atau kerajaan hanya memerintah masyarakat yang 
homogen. Tipe persatuan dan kesatuan politik masyarakat yang pluralistik seperti itu, 
di zaman modern ini telah menjdai prinsip pokok dalam membentuk suatu bangsa dan 
negara. Prinsip ini telah menjadi pandangan hidup yang universal dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, dan ia telah diterima secara umum di dunia sejak abad ke-
18 hingga kini. Sedangkan pernyataan Piagam orang-orang mukmin dan kaum 
Yahudi adalah umat yang satu dalam kehidupan sosial politik, menghendaki agar 
mereka tampil bersatu sebagai umat yang bekerja sama dalam berbuat kebajikan, 
mencegah macam perbuatan jahat, menegakkan keadilan, memelihara pesatuan, 
perdamaian dan keamanan (pasal 37 dan 44). Sekalai pun mereka dua golongan atau 
umat yang berbeda (umat dalam arti sempit), karena berbeda akidah.  
C. Unifikasi Hak Politik Nonmuslim Menurut Beberapa Ulama  
 Dalam ilmu politik, ada tiga unsur utama yang inheren bagi suatu kumpulan 
manusia untuk dapat disebut sebagai masyarakat yang sebenarnya atau masyarakat 
politik, yaitu adanya wilayah tertentu yang mengikat mereka untuk hidup bersama 
dan bekerja sama dengan rasa aman untuk mengembangkan sumber-sumber 
kehidupan mereka dan mengamalkan ajaran agamanya; adanya kesadaran sosial 
untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan umum; dan adanya otoritas politik yang 
legal dalam masyarakat yang bersangkutan yang mampu memelihara perdamaian dan 
memajukan masyarakat yang di bentuk itu. Otoritas ini dilengkapi dengan institusi 
peraturan yang berlaku bagi individu-indivdu dan setiap kelompok
10
.  
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 Dalam komunitas muslim dan komunitas Yahudi serta sekutunya yang 
dipersatukan oleh Nabi Muhammad dalam satu umat berdasarkan Fakta historis, 
seperti dikemukakan juga di atas juga mengandung tiga unsur. Pertama, mereka 
hidup dalam wilayah tertentu yakni Madinah sebagai tempat yang mengikat mereka 
untuk hidup bersama dan bekerja sama. Kedua, mereka bersedia dipersatukan dalam 
satu umat merupakan aktualisasi dari kesadaran umum dan keinginan akan hidup 
bersama untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan umum, yaitu untuk mewujudkan 
kerukunan dan kemaslahatan  bersama. Ketiga, mereka mengakui dan menerima 
Muhammad Saw. sebagai pemimpin tertinggi atau pemegang otoritas politik yang 
legal dalam kehidupan mereka. Otoritas ini dilenggkapi dengan institusi peraturan, 
yaitu piagam Madinah yang berlaku bagi individu-individu dan setiap kelompok. 
Dengan demikian penduduk Madinah sebagai merupakan satu umat dan masyarakat 
politik. 
Sebagaimana konsep civil society merujuk pada adanya institusi, lembaga, 
organisasi dan lain sebagainya, yang mempunyai otonomi atau kebebasan relatif, di 
luar negara (pemerintah) yang berfungsi kontrol sosial dalam penyelenggaraan 
negara. Adanya fungsi kontrol sosial dari “kekuatan” di luar negara (pemerintahan) 
itu, yang disebut juga dengan “masyarakat”, yang menjadi salah satu ciri kehidupan 
civil society. 
Istilah masyarakat sipil yang mempunyai spektrum lebih luas memiliki dua 
makna dasar. Pertama, masyarakat sipil yang mengacu pada istilah beradab, yang 
berarti sebuah masyarakat yang baik. Kedua, syarakat sipil didefinisikan sebagai 
warga negara yang paling berasosiasi dalam berbagai tujuan dengan berlandaskan 
pada kebaikan bersama. Makna yang disebutkan pertama lebih merujuk pada aspek 
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budaya dan peradaban, sedangkan makna yang disebukan kedua lebih pada tataran 
konsep politik, yaitu mengutamakan kemandirian atau otonomi masyarakat terhadap 
negara
11
.   
Komposisi penduduk Madinah terdiri dari muslim, Yahudi, penganut 
Paganisme dan Nasrani atau untuk menyederhanakannya kita istilahkan, muslim dan 
nonmuslim. Non muslim ini ada yang disebut sebagai kafir dzimmi dan ada pula yang 
disebut musta’min. 
Kafir dzimmi adalah warga nonmuslim yang menetap selamanya, dihormati 
tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Sedangkan musta’min 
adalah orang asing yang menetap sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, 
kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimmi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak 
sipil dan hak-hak politik. Sedangkan musta’min tidak memiliki hak-hak politik, 
karena mereka itu orang asing. Persamaannya, keduanya adalah nonmuslim
12
. 
Persamaan hak dalam Islam adalah tujuan diutusnya para rasul dan 
diturunkannya syariat juga hukum. Persamaan hak juga ikatan penghubung dari 
prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum agar menjadi satu dasar bagi 
sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi komunitas manusia. Oleh karena 
itu, berlaku adil adalah sistem Allah dan Syariatnya, juga merupakan sistem segala 
sesuatu. Oleh karena itu, prinsip musyawarah merupakan salah satu tuntutannya. 
Kami juga berkata bahwa prinsip persamaan hak antara hamba-hamba Allah dan 
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Sangat jelas petunjuk konstitusional yang mengakui adanya nila-nilai 
egalitarianisme yang terkandung di dalam tubuh Piagam Madinah. Karena isinya 
mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat 
dan kehendak umum warga Madinah supaya terwujud keadilan dalam kehidupan 
mereka, mengatur kewajiban-kewajiban semua golongan, menetapkan pembentukan 
persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan 
tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik. Ada pun pendapat beberapa Ulama 
terkait dengan hak-hak politik Nonmuslim, yakni : 
1. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa orang-orang non-Muslim 
merupakan warga negara yang memiliki hak-hak penuh, termasuk hak untuk menjadi 
kepala negara di negara Islam. Dan Gus Dur tidak setuju bila ayat 28 surat Ali Imran 
yang dijadikan sebagai alasan untuk tidak membolehkan non-Muslim menjadi kepala 
negara dalam sebuah negara Islam. Karena yang dilarang Allah adalah menjadikan 
mereka “aulia” yang berarti teman atau pelindung, bukan umara yang berarti orang 
penguasa. Dalam hubungan ini, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Nonmuslim 
yang menjadi warga negara dalam sebuah negara Islam memiliki hak-hak penuh, 
termasuk hak untuk menjadi kepala negara. Beliau mencontohkan di Irak menteri luar 
negerinya  Thareq Azis yang beragama Kristen dan sesudah itu menjadi perdana 
menteri yang setingkat dengan kepala negara. Ini terjadi ketika Saddan Husein 
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dijatuhkan oleh kekuasaan Barat melalui Amerika dan ada saat itulah Thareq Azis 
diangkat menjadi perdana menteri di Irak
14
.  
2. Sayyid Muhammad Al-Gazali juga mengemukakan pendapat yang sama  
bahwa ayat 28 surah Ali Imran dan ayat 51 surah Al-Maidah sebab nuzul ayat 
tersebut  turun dalam kondisi orang-orang nonmuslim sedang memusuhi kaum 
muslim, sehingga mengharuskan umat Islam untuk menjauhi orang-orang nonmuslim 
dan tidak boleh mengangkat mereka sebagai pemimpin umat Islam. Dari perspektif 
ini, maka komunitas nonmuslim harus dilihat pada dua hal yaitu. Pertama, golongan 
nonmuslim yang berdamai dengan orang-orang Islam dan tidak memerangi mereka 
karena agama serta tidak mengusir dari tempat tinggal mereka. Golongan ini berhak 
mendapat perlakuan baik dan keadilan. Kedua, golongan yang memusuhi dan 
memerangi orang-orang muslim , dengan cara menyerbu atau mengusir mereka dari 
tempat tinggal atau berkomplot dengan pihak tertentu untuk tujuan tersebut, seperti 
yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Makkah. Pengertian yang terkandung di 
dalam nash Al-Quran ayat 28 suragh Ali-Imran dan ayat 51 surah Al-Maidah serta 
ayat 144 surah An-Nisa ini tertuju pada golongan kedua. Sedangkan golongan yang 
disebutkan pertama, itulah yang diakomodasi Al-Quran surah Al-Muntahanah, 60/8. 
Ayat ini mengemukakan gagasan yang besar tentang persaudaraan manusia, bahwa 
umat Islam tidak di larang berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang 
nonmuslim yang tidak memusuhi dan memerangi mereka karena alasa agama. 
Pandangan di atas dapat dipahami bahwa setiap warga negara, nonmuslim dan 
muslim, hendaknya berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama dalam 
masyarakat. Nonmuslim sebagaimana dengan umat Islam, memiliki hak dalam 
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mengatur kepentingan umum termasuk menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari 
yang mungkar. 
3. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, nonmuslim juga mempunyai hak politik. 
Karena majlis umat semata-mata merupakan wakil umat atau kelompok mereka 
dalam menyampaikan pendapat. Sebagaimana setiap muslim memiliki hak untuk 
menyampaikan pendapat, maka nonmuslim juga memiliki hak politik untuk 
menyampaikan suara dalam rangka menerapkan hukum-hukum Islam terhadap 
dirinya,  termasuk masalah kedzaliman penguasa (terhadap diri mereka). Oleh karena 
itu, nonmuslim juga berhak mewakilkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, 
termasuk kepada umat Islam, dan dia juga diperbolehkan untuk menjadi wakil bagi 
siapa yang menghendakinya. Untuk menjadi wakil atau mewakilkan tidak harus 
muslim kata An-Nabhani, melainkan boleh nonmuslim. Karena itu dibenarkan bagi 
orang-orang muslim untuk memilih orang yang mewakili mereka di dalam majlis 
umat itu, baik muslim maupun nonmuslim. Selama mereka memiliki 
kewarganegaraan daulah Islam.     
4. Sedangkan Al Qardhawi berpendapat bahwa ahl al-dzimah memiliki hak 
untuk menduduki jabatan-jabatan yang memiliki warna seperti jabatan sebagai, 
panglima tentara, hakim untuk kaum Muslim, penanggung jawab urusan dzakat dan 
shadaqah. 
5. Maududi yang menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan, kecuali 
sedikit jabatan kunci misalnya kepala negara, terbuka bagi kaum dzimmi. Dengan 
kata lain hanya orang Islamlah yang mempunyai hak untuk menduduki jabatan kepala 
negara. Tapi untuk posisi dan kedudukan biasa dalam masyarakat, kaum minoritas 
non-Muslim berhak menduduki sesuai prosedur dan aturan dalam negara Islam 
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tersebut. Maududi mengemukakan pendapat ini dengan penyesuaian firman Allah 
dalam Surah An-Nuur:55. 
6. Senada dengan Maududi, Ali Safei juga berpendapat bahwa kaum minoritas 
non-Muslim memiliki hak yang sama dengan kaum mayoritas Muslim dalam negara 
Islam, kecuali dalam posisi kunci sebagai kepala negara, tapi dalam hal posisi materi, 
kaum non-Muslim boleh menempati, asal sesuai kesepakatan dan bisa 
dipertanggungjawabkan dalam aturan negara Islam. 
Pada dasarnya, Muslim itu bukanlah suatu syarat sebagai warga negara dalam 
sebuah negara Islam, Rasulullah juga menuntun umat muslim untuk menghormati 
kaum minoritas non muslim dalam negara Islam, dan sistem pemerintahan dalam 
negara Islam sendiri wajib melindungi kaum non muslim, sebagaimana pemerintah 
melindungi warga mayoritas muslim, karena warga non muslim yang berdomoisili 
dan bernaung dalam suatu negara Islam juga memiliki status sebagai warga negara 
yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga muslim sendiri. Karena 
itulah seorang non muslim mempunyai hak politik yang sama dengan muslim. Berhak 
mengeluarkan pendapat, berhak untuk dipilih maupun dipilih, dan juga berhak 
memikirkan masa depan Negara yang lebih baik. Bahkan seorang non muslim yang 
berdiam di Negara Islam diwajibkan untuk ikut membela Negara ketika Negara 
diserang musuh. Karena Allah swt. juga melindungi hak – hak umat non muslim, 
tanpa ada paksaan harus memeluk Islam, tapi dengan syarat dan kondisi tertentu. 
Syarat dan kondisi tertentu yang dimaksud adalah umat non muslim wajib 
mematuhi aturan – aturan dalam negara Islam tersebut, yang sesuai dengan syari’at 
Islam, dan tidak diperkenankan melanggar tata krama kehidupan sosial dalam negara 
Islam tersebut. Oleh sebab itu maka Islam juga memperbolehkan kaum non muslim 
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menjalankan aturan dalam agama mereka masing – masing dalam negara Islam, 
termasuk dalam hal berpakaian, pernikahan, sistem sanksi, dan sebagainya dalam 
konteks sesama kaum non muslim, tapi jika menyangkut kaum muslim, Syari’at 
Islam juga memiliki aturan tersendiri yang mengatur perkara antara kaum muslim dan 








Berdasarkan uraian di atas terkait dengan tinjauan pemerintahan Nabi, bentuk-
bentuk hak politik nonmuslim dan aspek yuridis dan soiologis pada hak politik 
nonmulim, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa : 
1. Latar belakang terbentuknya pemerintahan Nabi didasari dengan terjadinya 
peristiwa penting dalam sejarah yang sangat monumental yakni pada tahun 621 
dan 622 Nabi berturut-turut memperoleh dukungan moral dan dukungan politik 
dari sekolompok orang Arab (suku Aus dan suku Khazraj) kota Yastrib yang 
menyatakan diri masuk Islam, yang dikenal sebagai perjanjian atau sumpah 
setia Baiat Aqabah pertama dan Baiat Aqabah kedua. 
2. Berdasarkan analisis yuridis dan sosio-historis maka hak-hak politik atau 
partisipasi nonmuslim dalam pemerintahan dapat diklasifikasian menjadi, hak 
untuk melanjutkan dan menjalankan tradisi atau adat kebiasaan, hak 
memperoleh keamanan dan suaka politik, hak untuk menyatakan pendapat, hak 
untuk menjalankan ibadah secara damai dan hak persamaan di depan hukum. 
3. Pendekan Yuridis pada hak politik nonmuslim dengan menggunakan Piagam 
Madinah dan beberapa ayat Al-Qur’an yang disertai dengan beberapa peristiwa 
sejarah yang terkait dengan pembahasan sebagai bahan Analisis. Maka 
ditemukan bahwa adanya penyebutan kelompok-kelompok nonmuslim, baik 
Yahudi  maupun penganut agama-agama paganisme dalam piagam madinah 
adalah petunjuk konstitusianol  bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok-
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kelompok yang ada baik muslim dan nonmuslim dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Walaupun terdapat perbedaan agama itu tidak 
menjadi soal karena masing-masing dari penganut agama itu diberi kebebasan 
menjalankan ibadah secara damai tanpa ada gangguan dari penganut agama 
lain. Hal ini juga ditopang oleh beberapa ayat Al-Qur’an yang juga kontekstual 
dan beberapa peristiwa sejarah yang terkait dengan pokok bahasan. 
4. Kemudian beberapa pendapat ulama terkait dengan adanya hak-hak politik 
nonmuslim  dalam negara yang mayoritas Islam, itu terbagi menjadi dua yakni; 
kelompok pertama, adalah kelompok yang mendukung penuh hak-hak 
politiknya nonmuslim dalam negara mayoritas Islam. Kelompok kedua, adalah 
kelompok yang membatasi hak-hak politik nonmuslim dalam negara moyoritas 
muslim dengan menyatakan bahwa jabatan kunci seperti kepala negara hanya 
boleh diduduki oleh orang muslim. 
Pada dasarnya, Muslim itu bukanlah suatu syarat sebagai warga negara dalam 
sebuah negara Islam, Rasulullah juga menuntun umat muslim untuk menghormati 
kaum minoritas non muslim dalam negara Islam, dan sistem pemerintahan dalam 
negara Islam sendiri wajib melindungi kaum non muslim, sebagaimana pemerintah 
melindungi warga mayoritas muslim, karena warga non muslim yang berdomoisili 
dan bernaung dalam suatu negara Islam juga memiliki status sebagai warga negara 







B. Implikasi Penelitian 
Namun yang perlu digarisbawahi adalah pada sebuah upaya membangun tata 
nilai kehidupan yang setara, yang tidak memihak dan menghormati pluralitas adalah 
sebuah fakta yang cukup menginspirasi dan perlu diadopsi dalam kancah kehidupan 
beragama dan sosial kita dewasa ini. Oleh karenya, kepada umat Islam diharapkan :  
1. adanya kesadaran intelektual untuk senantiasa melakukan kajian ulang 
terhadap kitab suci, Al-Qur’an dan Sunnah khususnya yang berkaitan dengan 
persoalan-persoalan sosial kemasysarakatan yang senantiasa berubah dan 
berkembang sesuai dengan prinsip perubahannya, sehingga ajaran Islam lebih 
membumi, bukan sebaliknya ajaran yang hanya berada pada tataran teori dan 
konsep semata yang justru bertentangan dengan realitas masyarakat yang 
selalu berubah dan berkembang.  Oleh karena itu dengan semangat 
kebangkitan Islam, diperlukan keberanian dalam melakuakan ijtihad politik 
untuk melakukan rekonstruksi ulang pemikiran para juris Islam masa lalu 
(klasik) yang mendasarkan pemahamannya terhadap konsep ideologis yang 
terkesan diskriminatif terhadap warga negara nonmuslim, sementara realitas 
masyarakat sudah berbicara lain. 
2. Bagi segenap umat beragama di dunia, diharapkan kiranya senantiasa dapat 
mengembangkan suatu sikap saling menghargai, dan hormat menghormati 
antara sesama penganut agama dalam membangun dan menghadapi perbedaan 
pendapat yang ada, khususnya yang berkaitan dengan boleh tidaknya 
komunitas nonmuslim menjadi pemimpin politik dalam megelola 
pemerintahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehinga dengan 
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demikian perbedaan pendapat itu dapat membawa rahmat dikalangan warga 
negara bukan sebaliknya membawa bencana. 
3. Perbedaan latar belakang  agama itu bukanlah menjadi penghalang untuk 
membangun komunikasi politik dan persaudaraan lebih rama dan akrab, sebab 
perbedaan itu merupakan bagian dari sunnah Allah. Yang perlu ditumbuhkan 
adalah menumbuhkan sikap saling memahami, sikap toleransi, dan kesetaraan 
sehingga pluralitas agama tidak menjadi penyebab munculnya pertikaian, 
permusuhan dan integritas bangsa yang heterogen agama, ras, suku, golongan 
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الله الرحمن الرحيم مسب 
 كذٍف ُٙعثذ ِٓٚ بشثيٚ شيشل ِٓ ٓيٍّغٌّاٚ ٓيِٕإٌّا ٓيت ٍُعٚ ٗيٍع للهاىٍص يثٌٕا محمد ِٓ بارو از٘
ُٙعِ ذ٘اجٚ ُٙت. 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan 
muslimin (yang berasal dari) Quraisy  dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti 
mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. 
 
١طإٌا ْٚد ِٓ جذداٚ حِا ُٙٔا .. 
Pasal 1 
Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain. 
 
٢ فٚشعٌّات ُٙئاع ْٚذفي ُ٘ٚ اٙئاطعاٚ حيذٌازخا ُٕٙيت ٍْٛلاعري ُٙرعتس ٍٝع شي شل ِٓ ْٚشجاٌّٙا .
ٓيِٕإٌّا ٓيت ظغمٌاٚ 
Pasal 2 
Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 
membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara 
baik dan adil di antara mukminin. 
 







Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat 
di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  
baik dan adil di antara mukminin. 
 
٤ ٓيت ظغمٌاٚ فٚشعٌّات اٙئاع ٜذفذ ُِٕٙ حفئاط ًوٚ ٌٝٚلاا ٍُٙلاعِ ٍْٛلاعري ُٙرعتشىٍع جذعاعٕٛتٚ .
ٓيِٕإٌّا 
Pasal 4 
Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar 
diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan 
dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
٥اع ٜذفذ ُِٕٙ حفئاط ًوٚ ٌٝٚلاا ٍْٛلاعري ُٙرعتس ٍٝع زشذٌا ٕٛتٚ .ٓيِٕإٌّا ٓيت ظغمٌاٚ فٚشعٌّات اٙئ 
Pasal 5 
Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar 
diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan 
dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
٦تشىٍع ُشجٕٛتٚ .ٓيِٕإٌّا ٓيت ظغمٌاٚ فٚشعٌّات اٙئاع ٜذفذ ُِٕٙ حفئاط ًوٚ ٌٝٚلاا ٍُٙلاعِ ٍْٛلاعري ُٙرع 
Pasal 6 
Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar 
diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan 
dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
٧ٓيِٕإٌّا ٓيت ظغمٌاٚ فٚشعٌّات اٙئاع ٜذفذ ُِٕٙ حفئاط ًوٚ ٌٝٚلاا ٍُٙلاعِ ٍْٛلاعري ُٙرعتشىٍع ساجٌٕا ٕٛتٚ . 
Pasal 7 
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan 






٨ ظغمٌاٚ فٚشعٌّات اٙئاع ٜذفذ ُِٕٙ حفئاط ًوٚ ٌٝٚلاا ٍُٙلاعِ ٍْٛلاعري ُٙرعتشىٍع فٛع ٓت ٚشّع ٕٛتٚ .
ٓيِٕإٌّا ٓيت 
Pasal 8 
Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan 
tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
٩ٌّا ٓيت ظغمٌاٚ فٚشعٌّات اٙئاع ٜذفذ ُِٕٙ حفئاط ًوٚ ٌٝٚلاا ٍُٙلاعِ ٍْٛلاعري ُٙرعتشىٍع ديثٌٕا ٕٛتٚ .ٓيِٕإ 
Pasal 9 
Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar 
diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan 
dengan  baik dan adil di antara mukminin. 
 
١١ا ٍُٙلاعِ ٍْٛلاعري ُٙرعتشىٍع طٚلاا ٕٛتٚ . ٓيت ظغمٌاٚ فٚشعٌّات اٙئاع ٜذفذ ُِٕٙ حفئاط ًوٚ ٌٝٚلا
ٓيِٕإٌّا 
Pasal 10 
Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar 
diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan 
dengan  baik d an adil di antara mukminin. 
 
١١ًمعٚا ءاذف ٝف فٚشعٌّات ٖٛطعي ْا ُٕٙيت اجشفِ ْٛوشريلا ٓيِٕإٌّا ْاٚ .. 
Pasal 11 
Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung 
utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran tebusan 
atau diat. 
 






Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin 
lainnya tanpa persetujuan dari padanya. 
 
١٣إٌّا ٓيت داغف ٚا ْاٚذعٚا ُثا جا ٍُظ حعيع د ٝغرتا ٚا ُِٕٙ ٝغت ِٓ ٍٝع ٓيمرٌّا ٓيِٕإٌّا ْاٚ . ْاٚ ٓيِٕ
ُ٘ذدا ذٌٚ ْاو ٌٛٚ اعيّج ٗيٍع ُٙيذيا. 
Pasal 13 
Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka 
mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau 
kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, 
sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. 
 
١٤ِٓإِ ٍٝع اشفاو شصٕي لاٚ شفاو ٝف إِإِ ِٓإِ ًرمي لاٚ .. 
Pasal 14 
Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh 
orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk 
(membunuh)  orang beriman. 
 
١٥طإٌا ْٚد ضعت يٌاِٛ ُٙضعي ٓيِٕإٌّا ْاٚ ُ٘أ دا ُٙيٍع ذيذي جذداٚ الله حِر ْاٚ .. 
Pasal 15 
Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. 
Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan 
lain. 
 
١٦ُٙيٍع شصإرِ لاٚ ٓيٍِٛظِ شيغ جٛعلااٚ شصٌٕا ٌٗ ْاف دٛٙي ِٓ إعثذ ِٓ ٗٔاٚ .. 
Pasal 16 
Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan 
santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya. 
 






Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat 
perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan 
Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. 
 
١٨اضعت اٙضعت ةمعي إعِ خضغ حيصاغ ًو ْاٚ .. 
Pasal 18 
Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain. 
 
١٩ ُٙضعت ئثي ٓيِٕإٌّا ْاٚ . ٜذ٘ ٓغدا ٍٝع ٓيمرٌّاٚ ٓيِٕإٌّا ْاٚ الله ًيثغىف ُ٘ءاِد يأاّـت ضعت ٍٝع
ِٗٛلاٚ. 
Pasal 19 
Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di 
jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik 
dan lurus. 
 
٢١ِٓإِ ٍٝع ٗٔٚد يٛذيلاٚ اغفٔلاٚ شي شمٌ لااِ نششِ شيجيلا ٗٔاٚ .. 
Pasal 20 
Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) 
Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. 
 
٢١ل ٗٔاف حٕيت ٓع لارل إِإِ ظثرعا ِٓ ٗٔاٚ . ًذيلاٚ حفاو ٗيٍع ٓيِٕإٌّا ْاٚ يٛرمٌّا يٌٚ ٝضشي ْا لاا ٗتدٛ
ٗيٍع َايللاا ٌُٙ. 
Pasal 21 
Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, 
harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang 
beriman harus bersatu dalam menghukumnya. 
 
٢٢ ِٓ ٗٔاٚ حيٚإـي لاٚ اثذذِ شصٕي ْا شخلآا َٛيٌاٚ للهات ِٓآٚ حفيذصٌا ٖز٘ ٝف اّت شلأ ِٓإٌّ ًذي لا ٗٔاٚ .






Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan 
Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. 
Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, 
akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya 
penyesalan dan tebusan. 
 
 
٢٣صلى الله عليه وسلم محمد ٌٝاٚ ًجٚضع الله ٌٝا ٖدشِ ْاف ئيش ِٓ ٗيف ُرفٍرخا اِّٙ ُىٔاٚ . 
Pasal 23 
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 
Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW. 
 
٢٤ٓيتساذِ اِٛا داِ ٓيِٕإٌّا عِ ْٛمفٕي دٛٙيٌا ْاٚ . 
Pasal 24 
Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. 
 
٢٥ لا ٗٔاف ُثاٚ ٍُظ ِٓ لاا ُٙغفٔاٚ ُٙيٌاِٛ ُٕٙيد ٓيٍّغٌٍّٚ ُٕٙيد دٛٙيٌٍ ٓيِٕإٌّا عِ حِا فٛع يٕت دٛٙي ْاٚ .
 لاا خذٛـيٗريت ً٘اٚ ٗغفٔ. 
Pasal 25 
Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum 
Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini 
berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan 
jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. 
 
٢٦فٛع ٕٝت دٛٙيٌاِ ًثِ ساجٌٕا ٕٝت دٛٙيٌ ْاٚ . 
Pasal 26 






٢٧فٛع ٕٝت دٛٙيٌاِ ًثِ زشذٌا ٕٝت دٛٙيٌ ْاٚ . 
Pasal 27 
Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. 
 
 
٢٨فٛع ٕٝت دٛٙيٌاِ ًثِ جذعاع ٕٝت دٛٙيٌ ْاٚ . 
Pasal 28 
Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. 
 
٢٩فٛع ٕٝت دٛٙيٌاِ ًثِ ُشج ٕٝت دٛٙيٌ ْاٚ . 
Pasal 29 
Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. 
 
٣١فٛع ٕٝت دٛٙيٌاِ ًثِ طٚلاا ٕٝت دٛٙيٌ ْاٚ . 
Pasal 30 
Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. 
 
٣١ٗريت ً٘اٚ ٗغفٔلاا خذٛي لا ٗٔاف ُثاٚ ٍُظ ِٓلاا فٛع ٕٝت دٛٙيٌاِ ًثِ حثٍعث ٕٝت دٛٙيٌ ْاٚ .. 
Pasal 31 
Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. 
 
٣٢ُٙغفٔ أو ٗثٍعث ٓطت ٕٗفج ْاٚ . 
Pasal 32 







٣٣ُثلاا ْٚد شثٌا ْاٚ فٛع ٕٝت دٛٙيٌاِ ًثِ حثيطشٌا ٕٝثٌ ْاٚ . 
Pasal 33 
Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. 
 
٣٤ُٙغفٔأو ٗثٍعث يٌاِٛ ْاٚ . 
Pasal 34 
Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah). 
 
٣٥ُٙغفٔأو دٛٙي حٔاطت ْاٚ . 
Pasal 35 
Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi). 
 
٣٦ هرف ٗغفٕثف هرف ِٓ ٗٔاٚ حشج ساث ٍٝعشجذٕي لا ٗٔاٚ ٍُعٚ ٗيٍع للهاىٍص محمد ْرات لاا ُِٕٙذدا جشخي لا ٗٔاٚ .
از٘شتا ٍٝع الله ْاٚ ٍُظ ِٓ لاا ٗريت ً٘اٚ. 
Pasal 36 
Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia 
tidak boleh dihalangi  (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa 
berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan 
keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan 
ini. 
 
٣٧ ُٕٙيت ْاٚ حفيذصٌا ٖز٘ ً٘ا بساد ِٓ ٍٝعشصٌٕا ُٕٙيت ْاٚ ُٙرمفٔ ٓيٍّغٌّا ٍٝعٚ ُٙرمفٔ دٛٙيٌا ٍٝع ْاٚ .
ٍَٛظٌٍّ شصٌٕا ْاٚ ٗفيٍذـت ؤشِا ُثأي ٌُ ٗٔاٚ ُثلاا ْٚد شثٌاٚ حذيصٌٕاٚ خصٌٕا. 
Pasal 37 
Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban 
biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh 





khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. 
Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. 
 
٣٨ٓيتساذِ اِٛ اداِ ٓيِٕإٌّا عِ ْٛمفٕي دٛٙيٌا ْاٚ .. 
Pasal 38 
Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan. 
 
٣٩حفيذصٌا ٖز٘ ً٘لااٙفٛج َاشد بشثي ْاٚ .. 
Pasal 39 
Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini. 
 
٤١ُثالاٚ ساضِ شيغ ظفٌٕاو ساجٌا ْاٚ .. 
Pasal 40 
Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak 
bertindak merugikan dan tidak khianat. 
 
٤١اٍٙ٘ا ْرات لاا حِشدساجذ لا ٗٔاٚ . 
Pasal 41 
Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. 
 
٤٢ محمد ٌٝاٚ ًجٚضع الله ٌٝا ٖدشِ ْاف ٖداغف فاخي ساجرشاٚ زذد ِٓ حفيذصٌا ٖز٘ ً٘ا ٓيت ْاو اِ ٗٔاٚ .
ٖشتاٚ حفيذصٌا ٖز٘ ٝف اِ ٝمذا ٍٝع الله ْاٚ ٍُعٚ ٗيٍع للهاىٍص. 
Pasal 42 
Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang 
dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut 
(ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya 






٤٣ِٓ لاٚ شيشل ساجذلا ٗٔاٚ . ا٘شصٔ 
Pasal 43 




٤٤بشثي ُ٘د ِٓ ٍٝع شصٌٕا ُٕٙيت ْاٚ .. 
Pasal 44 
Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota 
Yatsrib. 
 
٤٥ٌاصي خٍص ٌٝا اٛعد اراٚ . ٌُٙ ٗٔاف هٌر ًثِ ٌٝا اٛعد ارا ُٙٔاٚ ٗٔٛغثٍيٚ ٗٔٛذٌاصي ُٙٔاف )ٗٔٛغثٍيٚ( ٗٔٛذ
ٍُٙثل ٜزٌا ُٕٙتاج ِٓ ُٙرصد طأا ًو ٍٝع ٓيذٌا ٝف بساد ِٓ لاا ٓيِٕإٌّاىٍع. 
Pasal 45 
Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) 
memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus 
dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi 
ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang 
agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai 
tugasnya. 
 
٤٦ ْاٚ حفيذصٌا ٖز٘ ً٘ا ِٓ ٓغذٌا شثٌا عِ حفيذصٌا ٖز٘ ً٘لااِ ًثِ ٍٝع ُٙغفٔاٚ ُٙيٌاِٛ طٚلاا دٛٙي ْاٚ .
ُثلاا ْٚد شثٌا. 
Pasal 46 
Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti 
kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari 
semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari 
kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. 






٤٧ ْٚد بارىٌا از٘ يٛذي لا ٗٔاٚ ٖشتاٚ حفيذصٌا ٖز٘ ٝف قذصا ٍٝع الله ْاٚ ٗغفٔ ٍٝعلاا ةعاو ةغىي لاٚ .
 الله يٛعس محمدٚ ٝمذاٚ شت ٌّٓ ساج الله ْاٚ ُثاٚ ٍُظ ِٓ لاا حٕيذٌّات ِٓآ ذعل ِٓٚ ِٓآ جشخ ِٓ ٗٔاٚ .ُثآٚ ٌُاظ
صلى الله عليه وسلم 
Pasal 47 
Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar 
(bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan 
khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad 
Rasulullah SAW 
 
Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu 
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